
 

 

ANALISIS PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 

TAHUN 2018, DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI 

KEUANGAN EMKM DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN 

PERPAJAKAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)  

 

TUGAS AKHIR 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  

Gelar Sarjana Akuntansi (S. AK)  

Program Studi Akuntansi 

 

 

 

 

Oleh : 

 

 

Nama : Muhammad Mukhtar Maajid Lubis 

NPM : 2105170039 

Program Studi : Akuntansi 

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

 MEDAN  

2025



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



ii 

 

ABSTRAK 

Rendahnya pemahaman pelaku wajib pajak UKM mengenai Peraturan 

Pemerintah No. 23 tahun 2018 dan penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM 

yang dapat menghambat dalam kewajiban perpajakan dan pertumbuhan usaha. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman pelaku 

wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) atas Peraturan Pemerintah No. 23 

Tahun 2018 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk mengetahui dan 

menganalisis pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menerapkan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.  

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku wajib pajak orang pribadi 

UKM yang terdaftar pada KPP Pratama Lubuk Pakam, yang sedang melakukan 

pelaporan SPT tahunan di Aula sinergi Lantai 2 yang  berjumlah 30 Wajib Pajak, 

teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah Sampling Jenuh, 

jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 30 responden wajib 

pajak orang pribadi UKM yang terdaftar pada KPP Pratama Lubuk Pakam. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu memberikan kuesioner dan selanjutnya 

melakukan wawancara langsung dengan wajib pajak orang pribadi UKM yang 

terdaftar pada KPP Pratama Lubuk Pakam, yang sedang melakukan pelaporan SPT 

tahunan di Aula sinergi Lantai 2. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UKM tentang 

peraturan perpajakan masih rendah, dengan 53% responden tidak mengetahui tarif dan 

masa berlaku pajak. Selain itu, 90% responden mengaku tidak mampu melakukan 

perhitungan pajak dengan benar. Dalam hal penerapan SAK EMKM, 83% responden 

tidak menerapkan standar akuntansi ini dalam laporan keuangan mereka. Pelaku UKM 

atas Penerapan Akuntansi dalam kegiatan usaha UKM ini dapat dikatakan hanya 

beberapa UKM yang menerapkan akuntansi menggunakan jasa karyawan khusus 

bagian keuangan. Para pelaku UKM lebih mengutamakan pengalaman dari pada 

pendidikan untuk mendapatkan ilmu tentang akuntansi untuk menjalankan 

usahanya.  Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi dan pelatihan yang 

lebih intensif dari pihak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku UKM 

terhadap kewajiban perpajakan. 

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Pemerintah, Penerapan SAK EMKM,  

Kewajiban Perpajakan, Usaha Kecil Menengah (UKM), Kepatuhan 

Pajak 
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ABSTRAK 

The low understanding of MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) 

taxpayers regarding Government Regulation No. 23 of 2018 and the application of 

Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK 

EMKM) can hinder tax obligations and business growth. This research aims to 

identify and analyze the understanding of MSME taxpayers regarding Government 

Regulation No. 23 of 2018 in fulfilling their tax obligations, and to identify and 

analyze whether MSME taxpayers apply SAK EMKM in fulfilling their tax 

obligations. 

The research method used is qualitative with a descriptive approach. The 

population in this study is individual MSME taxpayers registered at KPP Pratama 

Lubuk Pakam, who are filing their annual tax returns in the synergy hall on the 2nd 

floor, totaling 30 taxpayers. The sampling technique used in this study is saturated 

sampling, where the sample size is equal to the population size, which is 30 

individual MSME taxpayers registered at KPP Pratama Lubuk Pakam. Data 

collection techniques in this study include administering questionnaires and then 

conducting direct interviews with individual MSME taxpayers registered at KPP 

Pratama Lubuk Pakam, who are filing their annual tax returns in the synergy hall 

on the 2nd floor. 

The results of the study indicate that the understanding of MSME actors 

regarding tax regulations is still low, with 53% of respondents not knowing the tax 

rates and validity periods. In addition, 90% of respondents admitted that they were 

unable to calculate taxes correctly. Regarding the application of SAK EMKM, 83% 

of respondents did not apply these accounting standards in their financial reports. 

Regarding the application of accounting in MSME business activities, it can be said 

that only a few MSMEs apply accounting using the services of dedicated financial 

staff. MSME actors prioritize experience over education to gain knowledge about 

accounting for running their businesses. This research recommends the need for 

more intensive socialization and training from relevant parties to improve the 

understanding and compliance of MSME actors with tax obligations 

Keywords: Understanding of Government Regulation, Implementation of  

SAK EMKM, Tax Obligations, Small and Medium Enterprises (SMEs), 

Tax Compliance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sebagai warga negara yang baik kita harus patuh dalam perpajakan. 

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya (Nurmantu, Rahayu, 2010:138).  

Pelaksanaan kewajiban wajib pajak menurut Mardiasmo (2011: 56) antara 

lain : 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, 2. Melaporkan usahanya 

untuk dikukuhkan sebagai PKP, 3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan 

benar, 4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, 5. 

Menyelenggarakan Pembukuan/ Pencatatan. 

Kewajiban seorang wajib pajak dapat dikatakan sudah patuh dalam pajak kita 

terlebih dahulu harus mengetahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Alat ukur kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu 

(2010:139) yaitu pertama, wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan 

benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. Kedua, wajib pajak 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP sebelum batas waktu terakhir, 

apabila kedua alat ukur ini sudah dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak 

tersebut sudah dikatakan patuh dalam kewajiban perpajakannya. 

 

 



2 

 

 

 

Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa 

faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan 

keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) menunjukkkan bahwa 

tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan 

demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif 

yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek 

dan objek pajaknya. 

Terkait dengan peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan, 

pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan 

pajak. Salah satu-Nya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 

Menurut Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018 peredaran bruto tertentu yang 

dikenai Pajak Penghasilan final yaitu: 

a. Wajib Pajak orang pribadi;  

b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau 

perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan 

peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 

juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

Wajib Pajak yang peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan tidak 

melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas 

penghasilan dari usaha dikenai tarif pajak penghasilan sebesar 0,5%.  
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Tarif 0,5% tersebut memiliki jangka waktu tujuh tahun bagi wajib pajak orang 

pribadi, empat tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan 

komanditer, atau firma, dan tiga tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan 

terbatas. Pembatas waktu ini dimaksudkan sebagai masa pemebelajaran bagi wajib 

pajak untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam 

kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan 

kepada para pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak serta 

sebagai masa pemebelajaran bagi wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan 

sebelum dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (PP No 23, 2018). 

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib Pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di 

Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan sebagaimana 

dimaksud harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang 

berlaku di Indonesia. 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menyusun dan 

mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah 

(SAK EMKM) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM 

merupakan standar akuntansi yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi 

umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan 

biaya historis sehingga cukup mencatat asset dan liabilitasnya sebesar biaya 

perolehannya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).  
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Menurut  Mustika Dewi (2020) Laporan Keuangan SAK EMKM merupakan 

laporan suatu entitas yang disusun dengan menggunakan dasar kesinambungan 

bisnis dan asumsi dasar akrual, sebagaimana digunakan oleh entitas selain entitas 

mikro, kecil dan menengah, dan menggunakan konsep entitas bisnis. SAK EMKM 

ini terdiri dari tiga komponen dalam penyususnan laporan keuangan yaitu laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan suatu alat gambar kondisi usaha (apakah 

terjadi kemajuan atau kemunduran), pengambil keputusan yang akurat dan tepat 

waktu serta pertanggungjawaban pada manajemen serta yang terpenting secara 

mendasar adalah pemahaman makna laba atau rugi yang diperoleh dari hasil 

usahanya (Hani, Syafrida & Fauzi, Z, 2019). Dengan adanya laporan keuangan, 

dapat memberikan gambaran posisi keuangan UKM, karena laporan keuangan 

sangat penting dan tujuan dari adanya laporan keuangan tersebut adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2012 : 3). 

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan kepada pelaku UKM yang 

terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Lubuk yang dilakukan dengan cara 

wawancara langsung sebanyak 12 (duabelas) responden wajib pajak ukm, 

ditemukan beberapa indikasi yaitu:  

1. Sebanyak 12 (duabelas) responden wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) 

menyatakan bahwa  tidak memahami cara menghitung, menyetorkan, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 

2018, serta UKM tidak memahami tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No. 23 
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Tahun 2018, bahkan mereka tidak tahu Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 

2018. Wajib pajak menjelaskan bahwa tidak memahami isi dari ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur 

pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018, hal 

ini menunjukkan bahwa mereka tidak sama sekali memahami peraturan pajak. 

 Tidak memahami peraturan perpajakan akan berisiko pada kesalahan dalam 

perhitungan dan pelaporan pajak, yang dapat menyebabkan denda atau sanksi 

hukum, bahkan mengganggu kelangsungan usaha. Wajib pajak akan cenderung 

tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 

2014:30), yang mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan pajak yang 

seharusnya bisa diperoleh dan bisa mengurangi efektivitas kebijakan fiskal serta 

menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini tidak boleh 

terjadi didalam sebuah usaha atau perusahaan.  

Berdasarkan hasil penelitian (Hardi, Suryuno, Titik Mildawati, 2019) 

menyatakan bahwa Peraturan ini membantu mencapai keinginan pelaku UMKM 

untuk meningkatkan dan memperbesar usaha mereka, pelaku UMKM harus 

memahami peraturan baru ini agar sektor UMKM dapat berkembang lebih cepat, 

dengan aturan ini. Pemerintah menekankan wajib pajak harus mempu menghitung, 

membayar, dan melapor kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan, dan secara langsung meningkatkan penerimaan 

pajak (Achmad Dany , Priyastiwi, 2023). 

2. Sebanyak 11 (sebelas) orang responden menjawab meyantakan tidak 

menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah 

(SAK EMKM) dalam laporan keuangan usaha mereka. Hal ini menunjukkan 
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usaha Kecil, Menengah sama sekali tidak ada yang melakukan pencatatan 

keuangan, mereka melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha 

secara sederhana, bahkan mereka tidak tahu ada SAK EMKM sebagai pedoman 

atau standar untuk mencatat keuangan dan penyusunan laporan keuangan. 

Tidak menerapkan SAK EMKM cenderung kesulitan dalam menyusun 

laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar akuntansi yang berlaku, tidak 

melakukan pencatatan akan mempengaruhi peningkatan bisnis, dan sulit bagi 

mereka untuk mendapatkan pinjaman bank seperti  kredit yang membutuhkan 

investasi yang lama untuk mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa 

bisnis mereka baik dalam keuangan untuk diberikan pinjaman kredit oleh bank 

(Fadhila, 2024), tanpa standar yang jelas dalam laporan keuangan, pemerintah 

kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan UKM. 

Tidak menerapkan SAK dapat menghambat pemerintah dalam mendorong 

pertumbuhan sektor UKM yang berkelanjutan, hal ini juga menyulitkan upaya 

pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih efisien dan adil. Hal 

ini tidak boleh terjadi didalam sebuah usaha atau perusahaan.  

Menurut penelitian Dartini dan Jati (2016) semakin tinggi pemahaman 

akuntansi Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam 

menaati kepatuhan perpajakannya. Hampir sama dengan penelitian Sumianto dan 

Kurniawan (2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan 

memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dari beberapa hasil 

penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan SAK 

EMKM, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat, sehingga dalam hal 
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perhitungan pajak yang terutang oleh perusahaan akan lebih mudah untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian mengenai pemahaman  PP No. 23 Tahun 2018 dan penerapan SAK 

EMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting untuk dilakukan, 

penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman pelaku UMKM terkait 

peraturan pemerintah tersebut, tanpa pemahaman yang baik, pelaku UMKM bisa 

jadi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar 

dan tepat waktu, yang dapat berisiko pada masalah hukum atau denda. 

SAK EMKM memberikan pedoman bagi UMKM untuk melakukan 

pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih terstruktur, masih banyak pelaku 

UMKM yang kesulitan dalam penerapan SAK EMKM dan akan berpotensi 

mengganggu kewajiban perpajakan mereka, seperti ketidaksesuaian laporan 

keuangan yang dapat mempengaruhi perhitungan pajak yang benar. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan edukasi tentang kendala yang dihadapi oleh UMKM 

dalam menerapkan SAK EMKM dan bagaimana hal tersebut berdampak pada 

kewajiban perpajakan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2018, Dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (EMKM) Dalam 

Pemenuhan Kepatuhan Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM)". 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 

dapat mengidentifikasi masalah yang timbul dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pelaku Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) sebanyak 12 responden 

tidak memahami tarif dan masa berlaku tarif pajak Peraturan Pemerintah No. 

23 Tahun 2018 dan tidak mengetahui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 

2018. 

2. Pelaku Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) sebanyak 11 responden 

tidak menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, 

Menengah (SAK EMKM) dalam laporan keuangan usaha dan tidak 

mengetahui ada SAK EMKM, , mereka melakukan pencatatan atas transaksi 

terkait aktivitas usaha secara sederhana. 

1.3. Batasan Masalah 

Berikut adalah batasan masalah yang difokuskan pada penelitian yaitu: 

1. Penelitian ini secara spesifik dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Lubuk Pakam. 

2. Penelitian ini terbatas pada pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah 

(UKM) yang sedang melakukan pelaporan SPT tahunan di Aula Sinergi 

Lantai 2 KPP Pratama Lubuk Pakam tersebut. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang di uraikan, maka 

peneliti merumuskan masalah: 

1. Bagaimana pemahaman pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) atas 

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan? 

2. Bagaimana pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menerapkan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK 

EMKM) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan? 

1.5. Tujuan Penelitian 

    Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini 

ialah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman pelaku wajib pajak Usaha 

Kecil, Menengah (UKM) atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaku wajib pajak Usaha Kecil, 

Menengah (UKM) menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro 

Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, yaitu: 

A. Kontribusi Teoritis 

1. Bagi peneliti Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

perpajakan terkhusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, 

Dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK 

EMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wp Op) 

UMKM, sehingga diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis. 

2. Bagi Akademisi Mahasiswa Jurusan Akuntansi , Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan literature dan refrensi dalam melakukan penelitian 

selanjutnya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wp Op) UMKM. 

3. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang serupa. 

B. Kontribusi Praktis  

1. Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi yang positif sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

evaluasi dalam melaksanakan peraturan perpajakan. 

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam, diharapkan dapat 

memberikan informasi untuk diperhatikan  terhadap wajib pajak agar wajib 

pajak lebih memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga 

penerimaan pajak negara bisa memenuhi target yang telah ditentukan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

2.1.1.1. Pengertian Kewajiban Perpajakan 

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), 

mengemukakan bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara 

sukarela (Voluntary of Compliennce) merupakan tulang punggung system self 

assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri 

kewajiban”. Dikatakan patuh apabila wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan 

melaksanakan hak perpajakan dengan baik ( Dahrani, Maya, Fitria, Jufrizen, 2021). 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan 

bahwa: “ Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”. 

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011: 56) antara lain : 

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 

3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar 

4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan 

5. Menyelenggarakan Pembukuan/ Pencatatan 
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2.1.1.2. Jenis-jenis Kepatuhan Perpajakan 

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, 

perintah yang telah  ditetapkan,  prosedur  dan  disiplin  yang  harus  dijalankan, 

wajib  pajak  dapat  dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut tidak melanggar dan 

menerapkan secara disiplin peraturan yang berlaku. Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  

sejauh  mana  wajib  pajak  dapat  melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan 

baik dan benar sesuai peraturan perpajakan (Bintang Y. L Sianturi, 2022:78).  

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak 

taat dalam   melaksanakan   kewajiban   perpajakannya   atau   tidak   menyimpang   

dari   peraturan perpajakan  yang  berlaku (Askikarno Palalangan, 2019). Kepatuhan  

merupakan  keadaan  dimana  seseorang  taat  dan  tidak menyimpang  dari  suatu  

aturan  (Fatmawati  2015). 

 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) mengemukakan bahwa jenis-

jenis kepatuhan wajib pajak adalah :  

1. Kepatuhan formal, yaitu suatu kesadaran dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan.  

2. Kepatuhan material, yaitu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/ 

hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan 

jiwa undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan 

formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak 

telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahuna sebelum atau 

pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, 
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akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material yaitu suatu keadaan 

dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material 

perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan 

material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi 

kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan 

benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke 

KPP sebelum batas waktu berakhir. 

Sedangkan menurut Rahayu (2020:190) mengatakan bahwa jenis-jenis 

kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebagai berikut :  

1. Kepatuhan Perpajakan Formal Kepatuhan perpajakan formal merupakan 

ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan 

formal mencakup hal:  

a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun 

untuk ditetapkan memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kenak Pajak 

(NPPKP), dan tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.  

b) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan 

perhitungan perpajakannya.  

2. Kepatuhan Perpajakan Material Kepatuhan perpajakan material merupakan 

ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. 

Ketentuan material terdiri dari: 

a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 

b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan 

perpajakan. 
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c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak 

ketiga). 

Dari kedua referensi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep 

kepatuhan wajib pajak mengalami perkembangan pemahaman seiring waktu namun 

tetap mempertahankan dua jenis utama: kepatuhan formal dan kepatuhan material. 

Sementara itu, pada referensi yang lebih baru pembagian jenis kepatuhan 

wajib pajak lebih detail dengan menambahkan kepatuhan teknis di samping 

kepatuhan formal dan material yang sudah ada sebelumnya. 

Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif 

seperti pelaporan SPT tepat waktu, sedangkan kepatuhan material lebih fokus pada 

substansi atau isi dari kewajiban perpajakan tersebut seperti kebenaran jumlah 

pajak yang dibayarkan.  

2.1.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

 Menurut Fuadi dan Yenny (2013), kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor 

yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik 

individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. 

Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Wajib 

Pajak, misalnya lingkungan dan situasi di sekitar Wajib Pajak. 

Menurut Handayani (2012), terdapat empat faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh OECD (2010), terdapat lima 

faktor yang memengaruhi perilaku Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan. 

Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi lima bagian yaitu: 

1. Upaya Pencegahan (Deterrnence) Faktor deterrnence berkaitan dengan 

intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang 

dikenakan. Hal tersebut berasal dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun 

sanksi dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak. Dengan pendekatan tersebut, 

masyarakat akan membayar pajak karena tidak ingin ditangkap dan diberi sanksi 

oleh pemerintah. 

2. Norma (Norms) Norma atau nilai yang berlaku dalam konteks kepatuhan ini 

adalah baik yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial. Ketika seseorang 

melihat orang lain berperilaku sesuai aturan yang berlaku, akan timbul stimulus 

untuk turut menyesuaikan dengan aturan tersebut. 

3. Kesempatan (Opportunities) Kesempatan dalam hal ini mencakup kesempatan 

untuk patuh dan tidak patuh. Kesempatan untuk patuh terkait dengan biaya 

kepatuhan yang rendah, aturan yang sederhana, dan tidak kompleks. Ketiga hal 

tersebut membuka peluang Wajib Pajak untuk bersikap patuh terhadap 

kewajiban perpajakannya. Sedangkan, kesempatan untuk tidak patuh misalnya 

kesempatan untuk menggelapkan pajak. Secara objektif maupun subjektif, setiap 

kelompok Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang berbeda dalam hal 

penghindaran atau penggelapan pajak  

4. Keadilan (Fairness) Faktor ini terkait dengan hasil / prosedur, serta kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah (otoritas pajak) maupun terhadap Wajib Pajak 

lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdyanto (2012), keadilan 
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pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib 

Pajak Pribadi. Apabila pemerintah bersikap adil, maka masyarakat akan 

memercayai motif dari aturan yang berlaku dan akan cenderung patuh secara 

sukarela.  

5. Faktor Ekonomi (Economic Factors) Faktor ekonomi yang mempengaruhi 

kepatuhan pajak adalah segala kondisi ekonomi, kondisi usaha atau industri, dan 

jumlah pajak yang dibayar. Purnamasari, dkk (2016), menjelaskan bahwa sanksi 

perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi 

Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

2.1.1.4. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, 

bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:  

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

c. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut. 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
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2.1.2. Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 

2.1.2.1. Pengertian Pemahaman Perpajakan 

Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak 

memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara 

perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, 

membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Dany, Priyastiwi, 2023). 

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara 

Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (Ningsih, 

Saragih, 2020:40). 

Menurut Riko (2006: 75), tingkat pemahaman adalah suatu proses 

peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan 

sejauhmana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang 

ingin diketahui. Sedangkan menurut Muslim (2007: 11), semakin tinggi tingkat 

pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka 

semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut 

sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.  

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib 

pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan 

cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan 

(Julianti, 2014:30). 

Mardiasmo (2016:7), menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah 

kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif 

pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak 

yang akan berguna bagi kehidupan mereka. 
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2.1.2.2. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 

2018) 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dalam pasal 2 

ayat (1), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan 

Pemerintah yang mengatur mengenai Atas penghasilan dari usaha yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu 

yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) 

dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam 

jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana 

dimaksud sebesar 0,5% (nol koma lima persen). 

Tujuan pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 

Tahun 2018 ini adalah (kusbiantoro 2013):  

1. Memberikan kemudahan dan penyederhananaan aturan perpajakan 

2. Mengedukasi wajib pajak untuk terlibat administrasi  

3. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak 

 Berdasarkan pengertian diatas maka dapat saya simpulkan bahwa Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 menetapkan pajak penghasilan bersifat 

final untuk wajib pajak nasional dengan peredaran bruto tertentu.  

Menurut Kusbiantoro (2013), tiga elemen utama merupakan tujuan utama 

dari peraturan ini:  

1. Aturan perpajakan dibuat lebih mudah dan lebih sederhana. 

2. Untuk mendorong partisipasi wajib pajak dalam pengelolaan pajak. 

3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang keuntungan yang ditawarkan 

oleh sistem perpajakan. 
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 Secara keseluruhan, peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

efektivitas dan kemudahan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan 

sambil juga meningkatkan kepatuhan dan pemahaman yang lebih baik tentang 

kewajiban perpajakan. 

2.1.2.3. Objek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 

No. 23 Tahun 2018) 

Menurut Erly Suandy (2011:53) menjelaskan bahwa penghasilan yang 

diterima wajib pajak dapat dikategorikan atas 4 (empat) sumber yaitu: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan bedasarkan hubungan 

kerja dan pekerjaan bebas. 

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 

3. Pengahasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang. 

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Sehubungan dengan 

objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan ini adalah Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

yaitu Peredaran Bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000.00 dalam satu tahun 

pajak. Peredaran bruto tersebut merupakan jumlah semua peredaran usaha baik 

pusat maupun cabangnya.  

Sedangkan objek pajak yang tidak dikenai PP Nomor 23 Tahun 2018 harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa 

sehubungan dengan pekerjaan bebas. 

2. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang 

atau telah dibayar di luar negeri. 
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3. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. 

4. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 

Terkait jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 ayat (4) PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah: 

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, doktet, konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT), penilai, dan aktuaris; 

2. Pemain musik, pembawa acara, penvanyi, pelawak, bintang filim, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, 

pemain drama, dan penari. 

3. Olahragawan; 

4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 

6. Agen iklan. 

7. Pengawas atau pengelola proyek. 

8. Perantara. 

9. Petugas penjaja barang dagangan. 

10. Agen asuransi. 

11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau 

penjualan langsung (direct selling). 
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2.1.2.4. Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 

No. 23 Tahun 2018) 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 pasal  3 ayat (1), 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak 

Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) merupakan:  

a. Wajib Pajak orang pribadi; dan 

b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau 

perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan 

peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 

juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: 

a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 

17 ayat (1) hurufa, Pasal 17 ayat (2a1, atau Pasal 3lE UndangUndang Pajak 

Penghasilan. 

b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk 

oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus 

menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). 

c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:  

1. Pasal 31A Pajak Penghasilan, Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap. 

2.1.2.5. Dasar Pengenaan PPh Final 

Apriyanti, dkk. (2013:6) mengemukakan pengenaan PPh didasarkan pada 

peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak 

yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (setahun atau disetahun 
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kan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk usaha dari 

cabang. Menurut PP 23 tahun 2018 Pasal 3 peredaran bruto tertentu yang dikenai 

Pajak Penghasilan final: 

1. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak 

Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) merupakan:  

a. Wajib Pajak orang pribadi;  

b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau 

perseroan terbatas, 

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak 

melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 

(satu) Tahun Pajak. 

2. Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: 

a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif 

Pasal 17 ayat (1) hurufa, Pasal 17 ayat (2a1, atau Pasal 3lE UndangUndang 

Pajak Penghasilan, 

b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang 

dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian 

khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan 

pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), 

c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan: 

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan 

Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun 

Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan 
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d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap. 

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan 

pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. 

4. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak - Tahun 

Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah ini.  

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran 

brutonya pada Tahun Pajak berjatan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat 

miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif 

Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasai 77 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), 

atau Pasal 3lE Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama: 

a. 7(tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi; 

b. 4(empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, 

persekutuan komanditer, atau firma; dan 

c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.  

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:  

a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau , 

b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang 

telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 
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2.1.2.6. Penyetoran dan pelaporan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018) 

Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 atas Pajak Penghasilan terutang dalam 

Pasal 6 ayat (3) dilunasi sebagaimana dimaksud dengan cara: 

1. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau 

2. Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal 

Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk 

sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak. 

Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan. Pemotongan atau pemungutan Pajak 

Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan 

oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak 

yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat iinal berdasarkan Peraturan 

Pemerintah ini. Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus 

mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak. 

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak 

bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, 

berdasarkan permohonan Wajib Pajak. 
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2.1.3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK EMKM) 

 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK 

EMKM) merupakan entitas tiada akuntabilitas publik yang signifikan dengan 

menyajikan laporan untuk pihak yang menggunakan laporan keuangan. SAK 

EMKM bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam membuat laporan 

keuangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pelaku 

UMKM (SAK EMKM, 2016).  

Penyusunan laporan keuangan SAK EMKM lebih simpel dan mudah 

dilakukan oleh pelaku UMKM. Dalam penyusun laporan keuangan untuk aset dan 

liabilitas cukup dengan menggunakan biaya historis, (pencatatan dengan 

menggunakan harga perolehan). 

Menurut SAK EMKM (2016) terdapat tiga laporan keuangan yaitu: laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang lebih 

mempermudah UMKM dalam menyediakan laporan keuangan. Untuk itu Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) merancang 

SAK EMKM pada tahun 2016. Namun, SAK EMKM baru dapat digunakan mulai 

efektif 1 Januari 2018.  

Ruang lingkup pada SAK EMKM dimana terdapat entitas mikro, kecil, dan 

menengah yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, 

sebagaimana yang didefinisikan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah serta 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidak-

tidaknya selama 2 tahun berturut (SAK EMKM, 2016:1). 
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2.1.3.1. Penyajian Laporan Keuangan 

 Akuntansi memerlukan penyediaan pencatatan laporan keuangan kepada 

pemangku kepentingan yang merinci transaksi dan keadaan bisnis. Pencatatan 

merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi secara 

kronologis dan sistematis. Pencatatan digunakan sebagai bukti atau penanda bahwa 

telah terjadi transaksi pada periode tertentu ( Ardila, Christiana, 2020) 

Akuntansi memerlukan identifikasi, dokumentasi, dan penyebaran peristiwa 

keuangan dalam suatu organisasi untuk membantu pemangku kepentingan, baik 

internal maupun eksternal, dalam menafsirkan laporan keuangan. Pemahaman 

akuntansi yang komprehensif memerlukan pemahaman teori akuntansi yang tepat 

dan efisien. Pengetahuan akuntansi sangat penting untuk merangsang pertumbuhan 

ekonomi dan dapat meningkatkan pemulihan keuangan dan manajemen pemilik 

bisnis (Hafsah et al., 2023). 

Penyajian laporan keuangan SAK EMKM mensyaratkan entitas menyajikan 

informasi yang wajar, menurut SAK EMKM (2016:7) Penyajian informasi yang 

wajar untuk mencapai tujuan: 

1. Relevan adalah informasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi 

pengguna laporan keuangan. Informasi dikatakan yang relevan dan jika dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantunya 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan 

atau mengoreksi hasil evaluasinya dimasa lalu (Lubis, 2017:33). 

2. Representasi tepat adalah informasi yang ditampilkan dalam laporan 

keuangan bebas dari kesalahan material dan bias. Informasi memiliki kualitas 

dengan menyajikan secar jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang 
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secara wajar (Lubis, 2017:33). 

3. Keterbandingan adalah informasi dalam laporan keuangan dapat 

dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecendrungan posisi dan 

kinerja keuangan entitas. Dengan adanya perbandingan laporan keuangan, 

dapat mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi seuangan 

secara relative (Lubis, 2017:34). 

4. Keterpahaman adalah informasi yang diberikan dapat dimengerti bagi 

pemakai. Pemakai dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup serta 

keinginan untuk mendalami informasi (Lubis, 2017:32). 

2.1.3.2. Komponen Laporan Keuangan 

Lapora keuangan adalah “ Media utama bagi suatu entitas untuk meng 

komunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku 

kepeningan pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, serta 

manajemen”(Azizah Rachmanti, D. A., Hariyadi, M, & Andrianto, A, 2019). Laporan 

keuangan disusun oleh perusahaan secara periodik minimal setahun sekali 

(Sinambela, Elizar, D, 2016). 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi 

keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi 

dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi 

tersebut (IAI, 2018). 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah 

(SAK EMKM) Ada tiga elemen atau Komponen laporan keuangan yaitu: 

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) 
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Menurut Harahap (2009:107), neraca atau daftar neraca disebut juga laporan 

posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban 

dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang 

menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset 

kewajiban-kewajiban atau utang, dan hak para pemilik perusahaan yang 

tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu.  

Menurut Djarwanto (2004:20) mendefinisikan neraca adalah yang 

sistematis tentang aktiva (asset), utang (liabilities) dan modal sendiri (owner’s 

equity) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.  

1. Menurut Riyanto (2010:19), aset dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu 

aset lancar adalah aset yang habis dalam satu kali perputaran dalam proses 

produksi dan proses berputarnya adalah dalam waktu yang pendek (umumnya 

kurang dari satu tahun). 

2. Menurut Munawir (2010:18), hutang adalah semua kewajiban-kewajiban 

perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini 

merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur.  

3. Menurut Riyanto (2010:240), modal sendiri merupakan ekuitas yang berasal 

dari pemilik perusahaan dan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang 

tidak tertentu lamanya. Ekuitas dari sumber ini merupakan dana yang berasal 

dari pemilik perusahaan atau dapat pula bersumber dari pendapatan atau laba 

yang ditahan.  
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Tabel 2. 1. Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan 

ENTITAS  

LAPORAN POSISI KEUANGAN 

31 DESEMBER 20X8 

ASET Catatan 20x8 20x7 

Kas dan setara kas    

Kas 3 xxx xxx 

Giro 4 xxx xxx 

Deposito 5 xxx xxx 

Jumlah kas dan setara kas  xxx xxx 

Piutang usaha 6 xxx xxx 

Persediaan  xxx xxx 

Beban dibayar di muka 7 xxx xxx 

Aset tetap  xxx xxx 

Akumulasi penyusutan  (xx) (xx) 

JUMLAH ASET  xxx xxx 

LIABILITAS    

Utang usaha  xxx xxx 

Utang bank 8 xxx xxx 

JUMLAH LIABILITAS  xxx Xxx 

EKUITAS    

Modal  xxx xxx 

Saldo laba (defisit) 9 xxx xxx 

JUMLAH EKUITAS  xxx xxx 

JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS  xxx xxx 

 Sumber: (IAI, 2018) 

2. Laporan Laba Rugi 

Menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008:1.21) laporan laba rugi 

(perhitungan sisa hasil usaha) adalah laporan tentang hasil usaha/operasi 

perusahaan atau badan lain selama jangka waktu periode akuntansi tertentu 

misalnya satu tahun. 
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Tabel 2. 2. Ilustrasi Laporan Laba Rugi 
 

ENTITAS  

LAPORAN LABA RUGI 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8 

PENDAPATAN Catatan 20x8 20x7 

Pendapatan usaha 10 xxx xxx 

Pendapatan lain-lain  xxx xxx 

JUMLAH PENDAPATAN  xxx xxx 

    

BEBAN  xxx xxx 

Beban usaha  xxx xxx 

Beban lain-lain 11 xxx xxx 

JUMLAH BEBAN  xxx xxx 

    

LABA (RUGI) SEBELUM 

PAJAK PENGHASILAN 

 xxx xxx 

    

Beban pajak penghasilan 12 xxx xxx 

    

LABA (RUGI) SETELAH PAJAK 

PENGHASILAN 

 xxx xxx 

LABA (RUGI) SEBELUM 

PAJAK PENGHASILAN 

 xxx xxx 

    

Beban pajak penghasilan 12 xxx xxx 

    

LABA (RUGI) SETELAH PAJAK 

PENGHASILAN 

 xxx xxx 

 Sumber: (IAI, 2018). 

3. Catatan atas Laporan Keuangan 

Yaitu catatan yang menjelaskan tentang asumsi, prinsip, metode yang 

digunakan, bagaimana penyajiannya, serta informasi tambahan dan rincian pos 

tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat 

bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. 
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Tabel 2. 3. Catatan Atas Laporan Keuangan 
 

ENTITAS 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  

31 DESEMBER 20X8 

1. UMUM 

Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 januari 20x7 

yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan 

persetujuan dari Menteri Hukum Asasi Manusia No. xx 2016 tanggal 31 

Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas 

memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU 

Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara. 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 

a. Pernyataan Kepatuhan 

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. 

b. Dasar Penyusunan 

Dasar penyusutab laporan keuangan adalah biaya histori dan 

menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan 

untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah. 

c. Piutang Usaha 

Piutang dusajikan sebesar jumlah tagihan. 

d. Persediaan 

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut 

pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan 

overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan 

kapasitas produksi normal. Overhead variable dialokasikan pada 

 Sumber: (IAI, 2018) 

2.1.3.3. Pengukuran Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK 

EMKM) 2018, menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah 

uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan dan beban di dalam laporan 

keuangan. SAK EMKM (2018) menambahkan mengenai dasar pengukuran unsur 

laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang 

dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.  
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2. Biaya historis suatu libilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang 

diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi 

liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. 

2.1.3.4. Tujuan Laporan Keuangan  

 Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisikeuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi / 

lembaga yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang 

baik,apabila dapat memenuhi empat karakteristik kualitatif: Dapat Dipahami, 

Relevan, Keandalan, Dapat diperbandingkan (Hanum, 2019; 238-239). 

SAK EMKM (2016:3) laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas, yang dapat berguna bagi beberapa 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomik. Sehingga laporan keuangan dapat 

memenuhi kebutuhan informasi yang digunakan pemakai laporan keuangan sebagai 

sumber ekonomi usaha. Adapun pemakai laporan keuangan seperti kreditor dan 

investor.Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan menunjukan pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya.  

Tujuan laporan keuangan menurut Lubis (2017:31) adalah untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi 

dengan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat untuk sejumlah pengguna laporan 

keuangan.  

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

pelaporan yang telah dilakukan entitas, dapat memberikan manfaat oleh investor 

saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kredit lainnya untuk 
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mengambil keputusan dalam kemampuan untuk menyediakan modal (Donal, 

2017:7). 

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan keuangan bisa dimulai dari melakukan pembukuan yang terkait 

dengan transaksi keuangan baik itu usaha skala besar, menengah bahkan mikro 

sekalipun, apabila pelaku usaha sudah mulai melakukan pembukuan sederhana, 

maka selanjutnya akan terbiasa mencatat segala aktivitas transaksi keuangan sehari-

hari. Dengan begitu suatu usaha dapat mengukur keberhasilan dan merencanakan 

strategi usaha kedepannya (Ardila, Christiana, 2020). Tujuan laporan keuangan 

adalah untuk memberikan informasi tentang aset dan keuangan perusahaan 

sehingga pemakai laporan keuangan dapat membuat keputusan untuk menyediakan 

modal. 

2.1.4. Gambaran Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

 Ariyanto dkk. (2021) menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) adalah suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh orang 

pribadi maupun badan usaha yang lingkupnya kecil maupun mikro. Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) ini sendiri dapat dipisahkan lagi menjadi tiga 

bagian sesuai dengan pengertiannya, yaitu: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Usaha Kecil Mikro Menengah merupakan usaha yang dimiliki dan dikelola 

oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha 

mikro (Prawiro, 2020). 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang tersebut. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 

atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang tersebut (hal. 5-6). 

Dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan dibebankan kepada 

pemilik UMKM dan proses pengurusan surat izin usaha maka harus diperhatikan 

melalui kriteria-kriterianya terlebih dahulu. Berikut ini tabel rangkuman kriteria 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008. 
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Tabel 2. 4. Kriteria Ukuran Usaha 
 

No Ukuran Usaha Aset Omzet 

1 Usaha Mikro Maksimal 

Rp 50.000.000,00 

Maksimum 

Rp 300.000.000,00 

2 Usaha Kecil Lebih dari 

Rp 50.000.000,00 – 

Rp 500.000.000,00 

Lebih dari 

Rp300.000.000,00 - 

Rp2.500.000.000,00 

3 Usaha Menengah Lebih dari 

Rp500.000.000,00 - 

Rp10.000.000.000,00 

 

Lebih dari 

Rp2.500.000.000,00- 

Rp50.000.000.000,00 

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah 

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah mengatur kriteria usaha Mikro, Kecil, dan Menengah hanya 

berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun pajak 

dimana batasan untuk usaha Mikro maksimal kekayaan bersih yang dimiliki adalah 

sebesar Rp50 juta dan penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun maksimal 

Rp300 juta. Sedangkan untuk kriteria usaha Kecil maksimal kekayaan bersih dan 

penjualan setahun yang diatur adalah: Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dan 

Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar. Sementara untuk usaha Menengah batasan 

kekayaan bersih adalah sebesar Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar dan 

penjualan setahun sebesar Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar. 

Seiring perkembangannya, UMKM di Indonesia terkelompok menjadi 4 

kriteria (Rahmana, 2009): 

1. Livelihood Activities atau lebih umum dikenal sebagai sektor informal, yaitu 

UMKM yang digunakan untuk mencari nafkah, sebagai contoh adalah 

pedagang kaki lima. 

2. Micro Enterprise, yaitu UMKM yang merupakan pengrajin tetapi belum 

mempunyai sifat kewirausahaan. 



36 

 

 

 

3. Small Dynamic Eneterprise, yaitu UMKM yang telah memiliki kemampuan 

mengembangkan dan mengelola usaha bisnis serta mampu menerima 

pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

4. Fast Moving Enterprise, yaitu UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan 

dan akan berubah menjadi sebuah Usaha Besar. 

2.1.5. Penelitian Terdahulu  

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai data pembanding dalam 

memperluas informasi dan materi penulis. Penelitian terdahulu juga digunakan 

sebagai tinjauan pustaka agar terdapat pembaharuan terhadap penelitian yang 

dilakukan penulis. Penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel 2.2 dibawah ini: 

Tabel 2. 5. Penelitian Terdahulu 
 

No Nama dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Hasil Penelitian Sumber 

1 Tatik 

(2018) 

Potensi kepatuhan 

pembayaran pajak 

pada pelaku 

UMKM (usaha 

mikro kecil dan 

menengah) pasca 

penerbitan 

peraturan 

pemerintah nomor 

23 tahun 2018 

(studi kasus pada 

UMKM di 

Kabupaten 

Sleman-

Yogyakarta) 

Hasil penelitian: 

1. Tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% 

dari omset cukup memberatkan bagi 

pelaku UMKM. Selain besarnya tarif 

pajak, ketidak pahaman mereka akan 

kewajiban perpajakan dan 

keterbatasan SDM yang dimiliki 

untuk mengurus perpajakan juga 

menjadi kendala mereka dalam 

mematuhi kewajiban pembayaran 

pajak. 

2.  Pelaku UMKM mengapresiasi tarif 

pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% 

dari omset yang tertuang dalam PP 

nomor 23 tahun 2018. Pernyataan 

mereka akan kesediaan membayar 

pajak menguatkan potensi kepatuhan 

pembayaran pajak bagi pelaku 

UMKM di Kabupaten Sleman. 

3.  Responden yang merupakan pelaku 

UMKM di Kabupaten Sleman 

mengharapkan sosialisasi dan 

pendampingan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih detail terkait 

peraturanperpajakan  terbaru bagi 

UMKM 

 

Jurnal : 

Proceeding 

of 

International 

Conference 

Sustainable 

Competitive 

Advantage 

 

Tanggal 

Terbit: 

2018/9/19 

 

Jilid : 8 
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2 Gunawan 

Hardi, 

Bambang 

Suryuno, 

Titik 

Mildawati 

(2019) 

Pemahaman 

Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

Terhadap 

Penerapan 

Peraturan 

Pemerintah No. 

23 Tahun 2018 

Tentang 

Penurunan Tarif 

Pajak Penghasilan 

Hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa: Peraturan ini membantu 

mencapai keinginan pelaku UMKM 

untuk meningkatkan dan memperbesar 

usaha mereka, pelaku UMKM kurang 

memahami peraturan baru disebabkan 

kurangnya sosialisasi, PP No. 23 tahun 

2018 dianggap sebagai umpan 

pemerintah bagi sektor UMKM agar 

tidak beralih ke sistem penjualan online, 

pelaku UMKM menyarankan 

sinkronisasi antara peraturan pusat dan 

daerah agar sektor UMKM dapat 

berkembang lebih cepat, dan sanksi 

yang harus dipertegas agar penunggak 

pajak penghasilan UMKM mendapat 

efek jera. 

 

Jurnal : Ilmu 

dan Riset 

Akuntansi. 

Vol 8 N0 9 

3 Faisal 

Mochsen, 

Suparna 

Wijaya 

(2021) 

Penerapan 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 23 

Tahun 2018 

Terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Umkm Di Kpp 

Pratama Malang 

Utara 

Hasil dari penelitian adalah penerapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 di Kantor Pelayanan Pajak Malang 

Utara dilakukan melalui beberapa 

program yakni meliputi kegiatan 

sosialisasi, kegiatan pengawasan, dan 

kegiatan pembinaan. Penerapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 tidak terlalu berpengaruh pada 

tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Utara, dalam hal ini kepatuhan 

pembayaran pajaknya. Realisasi dari 

penerimaan pajak penghasilan bersifat 

final di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Utara dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir selalu mengalami 

perubahan atau bersifat fluktuatif. 

FINANCIAL: 

JurnalAkuntan

siPublishedby 

Program Studi 

Akuntansi 

STIE Sultan 

AgungVolume

7-

Nomor2,Dese

mber 2021, 

(Hlm 143-162) 

4 Shafira Sri 

Ningsih, 

Fitriani 

Saragih 

(2020) 

Pemahaman 

Wajib Pajak 

Pelaku Umkm 

Mengenai 

Peraturan 

Pemerintah 

Tentang Pp 

No.23 Tahun 

2018 Tentang 

Ketentuan Pajak 

Umkm 

Peneliti menemukan bahwa 

sebagian Wajib Pajak yang memiliki 

izin usaha dan NPWP tetapi belum 

mengetahui dan belum paham 

mengenai ketentuan pajak UMKM 

PP No. 46 Tahun 2013 dan 

perubahannya PP No. 23 tahun 2018 

terkait penurunan tarif pajak untuk 

UMKM, dan sebagian hanya 

mengetahui tarifnya saja tetapi tidak 

mengetahui secara jelas isi 

ketentuan pajak UMKM tersebut. 

Menurut responden hal ini 

disebabkan minimnya sosialisasi 

dari pihak aparatur pajak kepada 

pelaku UMKM untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman 

kepada Wajib Pajak. 

Jurnal Riset 

Akuntansi dan 

Bisnis Vol . 

20, No. 1, 

2020, 

hal 38-44 

ISSN 1693-

7597 
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5 Elvina 

Setiawati 

(2021) 

Implementasi 

Sak Emkm Dan 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Pelaku Umkm 

Di Kota 

Mataram 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemahaman SAK EMKM 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak namun 

kesiapan implementasi SAK EMKM 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya 

UMKM di Kota Mataram sudah cukup 

familiar dengan SAK EMKM, namun 

dikarenakan keterbatasan sumber daya 

manusia di bidang akuntansi, 

penerapan SAK EMKM belum 

sepenuhnya terlaksana. Hal ini tentu 

saja akan memberikan kesulitan bagi 

UMKM di Kota Mataram dalam 

menyusun laporan keuangan sehingga 

akan mempengaruhi perhitungan pajak 

yang akurat dan benar. Dengan kata 

lain, laporan pajak tidak 

disampaikan tepat  waktu. 

 

Going 

Concern : 

Jurnal Riset 

Akuntansi 

16(1), 2021, 

16-28 

6 Ryskha 

Armayni 

Lubis, 

Bastari. M 

dan Eka 

Nurmala 

Sari 

(2019) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

perpajakan, 

sosialisasi 

perpajakan, 

pelayanan 

fiskus, sanksi 

pajak, dan 

kesadaran wajib 

pajak terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang 

pribadi pada 

KPP Pratama 

Lubuk Pakam 

Hasi penelitian menunjukkan bahwa 

pengetahuan perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi, sosialisasi perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadli, kepatuhan 

wajib pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi, kepatuhan wajib pajak 

terhadap sanksi positif terhadap 

kesadaran waib pajak orang pribadi 

kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatunhan waib paiak orang prilbadi 

sosialisasi perpaiakan, pengetahuan 

pelayanan fiskus, sanksi dan kesadaran 

wajilb pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi." 

JAKK ( 

Jurnal 

Akuntansi 

Dan 

Keuangan 

Kontemporer 

) Volume 2 

No. 1/ Mei 

Tahun 2019 

7 Qimyatuss

a’adah, 

dkk (2020) 

Pengetahuan dan 

pemahaman 

pelaku UMKM 

atas standar 

akuntansi 

keuangan entitas 

mikro, kecil dan 

menengah (SAK 

EMKM) 

Hasil dari penelitian ini adalah hanya 

sebagian kecil dari responden yang telah 

memahami SAK EMKM, dan sebagian 

besar dari responden tidak menerapkan 

SAK EMKM dalam penyusunan laporan 

keuangannya bahkan belum pernah 

menyusun laporan atau belum menerima 

sosialisasi tentang SAK EMKM 

Jurnal 

MONEX 

Vol.9 No.2 

ISSN : 2549- 

5046 

2.2. Kerangka Berpikir  

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 2018 merupakan kebijakan 

Pemerintah yang mengatur mengenai atas penghasilan dari usaha yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu 
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yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) 

dalam 1 (satu) tahun pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 

0,5% (nol koma lima persen). Tarif tersebut memiliki jangka waktu 7 (tujuh) tahun 

bagi wajib pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun bagi wajib pajak badan berbentuk 

koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan 3 (tiga) tahun bagi wajib pajak 

badan berbentuk perseroan terbatas.  

Kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, 

pemerintah menekankan wajib pajak harus mempu memahami isi ketentuan 

PP No 23 tahun 2018 seperti menghitung, membayar, dan melapor kewajiban 

perpajakannya guna meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

(Achmad Dany , Priyastiwi, 2023).  

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011: 56) antara lain : 1.) 

Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 2) Melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai PKP. 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan 

benar. 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 5) 

Menyelenggarakan Pembukuan/ Pencatatan. 

Terkait dengan tarif yang memiliki pembatas waktu, pemberlakuan jangka 

waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk 

dapat menyelenggarakan pembukuan, sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan 

rezim umum (PP No23,2018). 

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib Pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di 

Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan sebagaimana 
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dimaksud harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang 

berlaku di Indonesia. 

Standar Akuntansi Keuangan (EMKM) merupakan entitas tiada akuntabilitas 

publik yang signifikan dengan menyajikan laporan untuk pihak yang menggunakan 

laporan keuangan. SAK EMKM bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM 

dalam membuat laporan keuangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan 

yang dimiliki pelaku UMKM (SAK EMKM, 2016). Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Ada tiga elemen atau 

Komponen laporan keuangan yaitu: 1) Laporan Posisi Keuangan, 2) Laporan Laba 

Rugi, 3) Catatan atas Laporan Keuangan.  

Adanya penerapan SAK EMKM, maka laoran keuangan akan tersusun 

dengan akurat, dan semakin tinggi pemahaman akuntansi wajib pajak maka 

semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan  

dan menaati kepatuhan perpajakannya (Dartini, Jati,2016).  

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011: 56) antara lain : 1.) 

Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 2) Melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai PKP. 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan 

benar. 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 5) 

Menyelenggarakan Pembukuan/ Pencatatan. 
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Peraturan Pemerintah 

N0. 23 Tahun 2018 

Penghasilan yang 

memiliki Peredaran 

Bruto Tertentu  

Tarif  Pajak 0,5% 

yang bersifat final   

Memiliki Jangka 

Waktu 

Standar Akuntansi 

Keuangan (EMKM) 

Laporan  
Laba Rugi 

Laporan Posisi 

Keuangan 

Catatan Atas 

Laporan 

Keuangan 

Kewajiban 

Perpajakan UKM  

Mendaftarkan 

NPWP 

Menghitung dan 

Membayar sendiri 

pajak dengan benar 

Dikukuhkan 

sebagai PKP 

Mengisi dengan 

benar SPT dan 

Pelaporan Pajak 

ke KPP 

Gambar 2. 1. 

Kerangka Berpikir 

Menyelengga

rakan 

pembukuan 

Menurut ketentuan 

peraturan perundang-

undangan 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, dengan mengkaji data dalam bentuk 

pendekatan deskriptif, “Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubung dengan variabel yang lain” (Sugino,2007 : 11). Pendekatan 

deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban 

terhadap suatu masalah tertentu dengan cara pengumpulan, pengklasifikasian, dan analisis 

atau pengelolaan data, membuat kesimpulan dengan tujuan membuat gambaran atau 

keadaan secara objektif dan deskriptif situasi. 

3.2. Defenisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable 

mandiri yaiu analisis pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan 

penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah ( SAK 

EMKM) dalam pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM) 

yang yang diukur dengan menggunakan Skala Guttman akan memberikan respon 

yang tegas, yang terdiri dari dua pilihan jawaban yaitu, YA dan TIDAK. 

1. Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 merupakan proses dimana 

Wajib Pajak mengetahui tentang peraturan Pemerintah tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat 

miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, atas penghasilan 
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dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dikenai Pajak 

Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dalam jangka waktu 7 (tujuh) 

Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib 

Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma dan 3 (tiga) 

Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.  

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 indikator yang digunakan 

berdasarkan (Siti Kurnia Rahayu, 2017) indikator dilihat dari: 

1. Wajib pajak memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, 

pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun. 

2. Wajib pajak memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, 

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 

Tahun 2018. 

3. Wajib pajak memahami pengetahuan mengenai fungsi perpajakan terkait PP 

No. 23 Tahun 2018. 

2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah ( SAK 

EMKM) merupakan suatu proses pengetahuan yang disimpan dalam ingatan 

pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mendeteksi atau memperoleh 

informasi dalam penerapan akuntansi yang dimulai dari pencatatan kegiatan 

usaha mereka sampai dengan pelaporan kegiatan usaha mereka dalam bentuk 

laporan keuangan yang berpedoman atau berpacu pada Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) terdiri dari 

laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama satu 

periode, dan catatan laporan keuangan. 
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Indikator yang digunakan berdasarkan (I.C. Kusuma, 2018) indikator dilihat 

dari: 

1. Melakukan pencatatan atas transaksi terkait aktivitas usaha secara sederhana. 

2. Informasi akuntansi yang dihasilkan secara manual/komputerisasi sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah 

(SAK EMKM). 

3. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK 

EMKM) telah diaplikasikan dalam laporan keuangan perusahaan. 

4. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah 

(SAK EMKM) memberikan manfaat terhadap jumlah pajak yang akan 

dibayarkan.  

3. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ideal di mana pembayar pajak secara 

sukarela dan tanpa paksaan memenuhi tiga komponen utama: 1) memberikan 

laporan perpajakan yang akurat dan tepat waktu menghitung total pajak dengan 

benar membayar kewajiban pajak tepat waktu, 2) menghitung total pajak dengan 

benar, 3) membayar kewajiban pajak tepat waktu, Indonesia menggunakan 

sistem penilaian pribadi, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib 

pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya sendiri. 

Indikator yang digunakan berdasarkan (Priambodo, 2017), indikator dilihat 

dari: 1) kepatuhan mendaftarkan diri ke kantor pajak. 2) Kepatuhan dalam 

menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak. 3) Kepatuhan 

membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. 4) Kepatuhan pelaporan 

sendiri oleh wajib pajak.  
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Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat pada tabel operasional variabel 

berikut ini: 

Tabel 3. 1 

Operasional Variabel 
 

Indikator Pertanyaan Jawaban 

Pemahaman  Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Ya Tidak 

1. Wajib pajak memahami cara 

menghitung,memperhitungkan

, menyetorkan, dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar sesuai PP No. 23 

Tahun 2018. 

 

1. Apakah saudara memahami tarif dan masa 

berlaku tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018? 
 

 

 

2. Apakah Saudara sudah melakukan dengan 

benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan 

peyetoran pajak UMKM yang selama ini 

Saudara lakukan? 

 

 

 

3. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat 

wajib pajak diberi wewenang untuk 

menghitung, membayar dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang secara akurat dan 

tepat waktu? 

  

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) Ya Tidak 

1. Pencatatan laporan 

keuangan berdasarkan SAK 

EMKM 

4. Apakah saudara melakukan pencatatan atas 

transaksi terkait aktivitas usaha? 
  

5 Apakah saudara Menerapkan SAK EMKM 

dalam pengelolaan keuangan usaha anda? 
  

7. Apakah saudara melakukan pencatatan atas 

transaksi terkait aktivitas usaha menerapkan 

laporan neraca? 

  

8. Apakah saudara menerapkan laporan laba 

rugi dalam laporan usaha anda?  
  

9. Apakah saudara menerapkan catatan atas 

laporan keuangan? 
  

Kewajiban wajib pajak umkm 10. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, 

apakah saudara mendaftarkan diri sendiri ke 

KPP sebagai wajib pajak? 

  

11. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, 

apakah saudara mampu melakukan 

perhitungan pajak dengan benar? 

  

12. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, 

apakah saudara melakukan pembukuan atau 

pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan EMKM  benar? 

  

13. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, 

sausara melaporkan SPT yang telah diisi 

dengan tepat waktu sebelum batas waktu 

berakhir? 
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3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1. Tempat Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi dengan masalah yang diteliti, maka 

penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Kecil, dan 

Menengah(UKM) yang terdaftar pada KPP Pratama Lubuk Pakam. 

3.3.2. Waktu Penelitian 

Waktu Penulis untuk melakukan Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 

2024 sampai dengan Juni 2025, dan untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan seperti 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3. 2 

Waktu Penelitian 

 

 No 
 Aktivitas 

penelitian 

Desembe

r 

2024 

Januari  

2025 Februari 

2025 

Maret 

2025 April 

2025 

Mei  

2025 

Juni 

2025 

Juli 

2025 

1 2 3 4 
1 2 

3 4 
1 2 3 4 

1 2 
3 4 1 2 

3 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul         

  

    

    

    

    

    

            

2 

Penyusunan 

Proposal         

  

    

    

    

    

   

            

3 

Pembimbingan 

Proposal     

  

  

    

  

    

  

            

4 Seminar Proposal                                           

5 

Penyempurnaan 

Proposal     

  

  

    

  

    

  

            

6 Pengumpulan data         

  

    

    

    

    

    

            

7 Pengelolahan Data         

  

    

    

    

    

    

            

8 

Penyusunan 

skripsi     

  

  

    

  

    

  

            

9 

Pembimbingan 

Skripsi         

  

    

    

    

    

    

            

10 Sidang meja hijau         

  

    

    

    

    

    

            

11 

Penyempurnaan 

skripsi          
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3.5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah natural seting 

(kondisi yang alamiah), sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini 

dengan peninjauan langsung pada objek penelitian agar mendapatkan informasi 

dengan teknik pengumpulan data Metode Interview (Wawancara). 

1. Metode Interview (Wawancara)  

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti untuk 

mengetahui hal-hal dari responden yeng lebih mendalam. Wawancara dapat 

dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) 

maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara dilakukan sebagai data 

tambahan pada kuesioner untuk menjawab pertanyaan secara mendalam. Kisi-kisi 

pertanyaan ini yang nantinya akan membantu peneliti dalam membuat pertanyaan 

wawancara kepada responden, antara lain: 

1. Apa saja kegiatan rutin dalam usaha yang anda jalankan?  

2. Apakah anda memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu 

hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta 

pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018? 

3. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat menghitung, memperhitungkan, 

menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar 

sesuai PP No. 23 Tahun 2018? Jika iya/tidak, berikan alasannya. 

4. Apakah para pelaku UKM memiliki bagian keuangan? Jika iya/tidak, berikan 

alasannya. 

5. Apakah yang anda ketahui tentang SAK EMKM?  

6. Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK 
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EMKM pada usaha anda? Jika iya/tidak, berikan alasannya. 

7. Apa saja kendala dan keluhan saat melakukan pencatatan keuangan?  

3.6. Teknik Analisis Data  

Teknik Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif 

yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, kemudian memaparkan data-data sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan yang bisa menjawab anggapan mengenai rumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Tahap-tahap analisis data yang dilakukan sebagai 

berikut:  

1. Melakukan survei dan pengumpulan data melalui angket / Kuesoner pada 

pelaku wajib pajak UKM yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

2. Melakukan pengumpulan data melalui wawancara pada pelaku wajib pajak 

UKM  yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3. Tahap berikutnya adalah data selanjutnya diolah dan menganalisis Pemahaman 

PP 23 Tahun 2018 dan Penerapan SAK EMKM dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakan. 

4. Tahap berikutnya adalah menjawab rumusan masalah 

5. Tahap berikutnya Penarikan Kesimpulan  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1. Deskripsi Data 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk 

Pakam. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang 

dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada wajib pajak orang pribadi Usaha 

Kecil Menengah (UKM) yang sedang melakukan pelaporan SPT tahunan di Aula 

sinergi Lantai 2. 

 Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data oleh peneliti 

sebagai data untuk menjawab pertanyaan secara mendalam. Peneliti 

mengumpulkan data sebanyak 30 (tiga puluh) responden UKM yang dilakukan 

dengan pengambilan sampel acak dengan cara mengunjungi langsung wajib pajak 

UKM yang sedang melakukan pelaporan SPT tahunan di Aula sinergi Lantai 2 Pada 

KPP Pratama Lubuk Pakam.  

4.1.1. Karakteristik Responden 

A. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

dibawah berikut ini: 

Tabel 4. 1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Peresentase 

1 Laki-laki 22 73% 

2 Perempuan 8 27% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden Laki-laki yaitu sebanyak 22 

orang atau 73% dan untuk responden Perempuan sebanyak 8 orang atau 27%. 

B. Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat dari tabel dibawah ini 

yaitu: 
 

Tabel 4. 2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 
No Usia Jumlah (orang) Peresentase 

1 20 tahun – 30 tahun 2 7% 

2 31 tahun – 40 tahun 7 23% 

3 41 tahun – 50 tahun 15 50% 

4 51 tahun – 60 tahun 6 20% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data karakteristik responden 

berdasarkan usia yaitu berusia 20-30 tahun sebanyak 2 orang dengan peresentase 

7%, dan berusia 31-40 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 23%, dan berusia 

41-50 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 50%, dan berusia 51-60 tahun 

sebanyak 6 orang dengan persentase 20%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

usia responden didominasi antara 41-50 tahun. 

C. Berdasarkan Pendidikan 

Karakteristik Responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
 

No Pendidikan Jumlah (orang) Peresentase 

1 SD 1 3% 

2 SMP 2 7% 

3 SMA/SMK 25 83% 

4 S1 2 7% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data karakteristik responden 

berdasarkan pendidikan terakhir adalah yang Pendidikan SD berjumlah 1 orang 

dengan persentase 3%, dan SMP berjumlah 2 orang dengan persentase 7%, dan 

SMA/SMK sebanyak 25 orang dengan persentase 83%, dan terakhir pendidikan S1 

berjumlah 2 orang dengan persentase 7%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

tingkat pendidikan pelaku UKM didomonasi oleh orang yang berpendidikan 

SMA/SMK keatas. 

D. Berdasasrkan Jenis Usaha 

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis usaha dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4. 4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha 

 
No Jenis Usaha Jumlah (orang) Peresentase 

1 Perdagangan 7 23% 

2 Jasa 8 27% 

3 Kuliner 15 50% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data karakteristik responden 

berdasarkan jenis usaha yaitu usaha perdagangan berjumlah 7 orang dengan 

persentase 23%, dan usaha jasa berjumlah 8 orang dengan persentase 27%, dan 

usaha kuliner berjumlah 15 orang dengan persentase 50%, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa jenis usaha responden didominasi oleh sektor kuliner. 

E. Berdasarkan Penghasilan/Omzet Setahun 

Karakteristik Responden berdasarkan penghasilan setahun dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4. 5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Setahun 

 
No Penghasilan Setahun 

(Rp) 

Jumlah (orang) Peresentase 

1 10.000.000 – 60.000.000 22 73% 

2 60.000.000 – 250.000.000 8 27% 

3 250.000.000 – 500.000.000 0 0% 

4 500.000.000 – 5.000.000.000 0 0% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data karakteristik responden 

berdasarkan penghasilan setahun  mayoritas pelaku UKM sebanyak 73% memiliki 

penghasilan setahun dalam rentang Rp10.000.000,- Rp 60.000.000, dan hanya 27% 

yang berada dalam rentang penghasilan Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000, dan tidak 

ada responden dalam rentang penghasilan diatas RP 250.000.000, hal ini menunjukkan 

bahwa penghasilan UKM termasuk dalam kategori penghsilan rendah hinggah 

menengah. 

F. Mempunyai NPWP 

Karakteristik Responden berdasarkan mempunyai NPWP dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Mempunyai NPWP 

 
No Kriteria  Jumlah (orang) Peresentase 

1 Ya 30 100% 

2 Tidak 0 0% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data karakteristik responden 

berdasarkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seluruh responden 

menyatakan 100% menjawab YA, artinya pelaku UKM memiliki NPWP yang 
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menunjukkan kepatuhan yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan 

telah memenuhi syarat administratif untuk perpajakan.  

4.2. Deskriptif Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman 

pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) atas Peraturan Pemerintah No. 

23 Tahun 2018, dan untuk mengetahui dan menganalisis pelaku wajib pajak Usaha 

Kecil, Menengah (UKM) menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro 

Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Indikator yang digunakan untuk menghasilkan dan mendeskripsikan data dari 

kuisioner dan wawancara terdiri dari Wajib pajak memahami cara menghitung, 

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018, Pencatatan laporan keuangan 

berdasarkan SAK EMKM, dan Kewajiban wajib pajak umkm. 

Informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dari hasil kuesioner yaitu berupa pertanyaan dan penelitian ini tergolong dalam 

jenis penelitian deskriptif yang bertujuan hanya sebatas membuat deskripsi yang 

tepat, apa adanya tentang fakta-fakta dan sifat dari objek tanpa membuat prediksi 

atau pemecahan atas masalah yang ada.  

Penelitian ini adalah tentang Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2018, Dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Dalam 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Wajib 

Pajak Orang Pribadi Usaha Kecil, dan Menengah(UKM) yang terdaftar pada KPP 

Pratama Lubuk Pakam. 
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Analisi jawaban Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan 

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai berikut: 

Penyusuna wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan 

skala Guttman (Sugiyono, 2017). Wawancara yang diajukan responden berupa 

daftar pertanyaan tertutup (closed question) sebagai berikut: 

A. Wajib pajak memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 

2018 

1. Pernyataan: Saudara memahami tarif dan masa berlaku tarif pajak PP No.23 

Tahun 2018. 

Tabel 4. 7 

Memahami Tarif Dan Masa Berlaku Tarif Pajak Pp No.23 Tahun 2018 

 
No Kriteria  Jumlah (orang) Peresentase 

1 Ya 14 47% 

2 Tidak 16 53% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 

Berdasarkan hasil tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa 47 % responden wajib 

pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan “ya” bahwa memahami tarif dan 

masa berlaku tarif pajak PP No.23 Tahun 2018, dan 53% menyatakan “tidak”. 

Argumen para pelaku UKM yang menyatakan “ya” mengatakan “ia saya 

mengetahui tarif pajak yaitu sebesar 05% dan tarif itu tidak berlaku selamanya”. 

Sedangkan yang menyatakan “tidak” mengatakan “tidak mengetahui sama sekali berapa 

tarif pajak yang dikenai usaha bahkan tidak tahu apa itu PP No. 23 Tahun 2018”. 
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2. Pernyataan: Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara 

perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UKM yang selama ini 

Saudara lakukan. 

Tabel 4. 8 

Melakukan Dengan Benar Tata Cara Perhitungan, Pemotongan, Dan 

Penyetoran Pajak UMKM 
 

No Kriteria  Jumlah (orang) Peresentase 

1 Ya 3 10% 

2 Tidak 27 90% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 

Berdasarkan hasil tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa 10% responden wajib 

pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) meyatakan “ya” sudah melakukan dengan 

benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UKM yang selama 

ini dilakukan, dan sebanyak 90% responden menyatakan “tidak”. 

Argumen para pelaku UKM yang menyatakan “ya” mengatakan “ia saya sudah 

melakukan dengan benar cara menghitung pajak nya yaitu omzet di kali (x) tarif 

0,5% bersifat final”. Sedangkan yang menyatakan “tidak” mengatakan “tidak 

memahami tapi masalah perpajakan ada pegawai khusus untuk pengelola keuangan 

dan pajak”. 

3. Pernyataan: Kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi 

wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak 

yang terutang secara akurat dan tepat waktu. 

Tabel 4. 9 

Kendala Yang Hadapi Saat Menghitung, Membayar Dan Melaporkan 

Sendiri Pajak Yang Terutang Secara Akurat Dan Tepat Waktu 
 

No Kriteria Jumlah (orang) Peresentase 

1 Ya 15 50% 

2 Tidak 15 50% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 
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Berdasarkan hasil tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa 50% responden wajib 

pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan “ya” mengalami kendala saat 

diberi wewenang untuk untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu, dan 50% responden wajib pajak 

Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan “tidak” mengalami kendala.  

Argumen para pelaku UKM yang menyatakan “ya” mengatakan “kendala yang 

dialami yaitu saat menghitung kadang salah dan mengakibatkan pajak terlalu besar”.  

B. Pencatatan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM 

4. Pernyataan: Saudara melakukan pencatatan atas transaksi terkait 

aktivitas usaha. 
 

Tabel 4. 10 

Melakukan Pencatatan Atas Transaksi Terkait Aktivitas Usaha 

 
No Kriteria Jumlah (orang) Peresentase 

1 Ya 29 97% 

2 Tidak 1 3% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 

Berdasarkan hasil tabel 4.10 diatas menunjukkan persentase pelaku UKM 

dalam hal melakukan pencatatan transaksi jual-beli yang menjawab “ya” sebesar 

97% dan yang menjawab “tidak” sebesar 3%.  

Argumen para pelaku UKM yang menjawab “ya” mengatakan “melakukan 

pencatatan transaksi jual-beli hanya sekedarnya saja tidak teratur”. Sedangkan yang 

menjawab “tidak” mengatakan “terlalu ribet dan tidak ada waktu dalam melakukan 

pencatatan transaksi untuk kegiatan usaha”. 
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5. Pernyataan: Saudara Menerapkan SAK EMKM dalam pengelolaan 

keuangan usaha anda. 

Tabel 4. 11 

Menerapkan SAK EMKM Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha 

 
No Kriteria Jumlah (orang) Peresentase 

1 Ya 5 17% 

2 Tidak 25 83% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 

Menurut hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.11, sangat sedikit pelaku wajib 

pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) yang tidak menerapkan SAK EMKM dalam 

pengelolaan keuangan bisnis mereka, dengan hasil jawaban "Ya" sebesar 17%, 

sedangkan yang menyatakan “tidak” sebesar 83%. 

Argumen para pelaku UKM yang menyatakan “tidak” mengatakan “kurang 

paham tentang akuntansi dan ribet melakukannya, biasanya yang pakai keuangan 

akuntansi seperti usaha besar”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku UKM belum 

melakukan penerapan akuntansi sesuai dengan Standar yang ada yaitu SAK 

EMKM, karena pelaku masih terbatas pengetahuan mengenai informasi SAK 

EMKM yang membuat mereka terkendala dalam menyajikan laporan keuangan 

yang sesuai dengan standar yang ada. 

6. Pernyataan: Saudara  melakukan pencatatan aktivitas usaha menerapkan 

laporan neraca. 

Tabel 4. 12 

Melakukan Pencatatan Aktivitas Usaha Menerapkan Laporan Neraca 

 
No Kriteria Jumlah (orang) Peresentase 

1 Ya 5 17% 

2 Tidak 25 83% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 
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Menurut hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.12, sebesar 83% responden 

wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) yang tidak melakukan penerapan laporan 

neraca dalam aktivitas bisnis meraka, hal tersebut terjadi dikarenakan pelaku UKM 

tidak mengetahui SAK EMKM. 

7. Pernyataan: Saudara menerapkan laporan laba rugi dalam laporan usaha 

anda. 

Tabel 4. 13 

Menerapkan Laporan Laba Rugi Dalam Laporan Usaha 

 
No Kriteria Jumlah (orang) Peresentase 

1 Ya 5 17% 

2 Tidak 25 83% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 

Berdasarkan hasil tabel 4.13 diatas menunjukkan, sebesar 83% responden 

wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan tidak melakukan penerapan 

laporan laba rugi dalam laporan usaha mereka, hal tersebut terjadi dikarenakan 

pelaku UKM hanya mengetahui laba/omset dari usaha yang sedang dijalankan. 

8. Pernyataan: Saudara menerapkan catatan atas laporan keuangan pada 

usaha anda. 

Tabel 4. 14 

Menerapkan Catatan Atas Laporan Keuangan Dalam Laporan Usaha 

 
No Kriteria Jumlah (orang) Peresentase 

1 Ya 3 10% 

2 Tidak 27 90% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 

Berdasarkan hasil tabel 4.14 diatas menunjukkan, sebesar 90% responden 

wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan tidak melakukan penerapan 

catatan atas laporan keuangan dalam laporan usaha mereka, hal tersebut terjadi 
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dikarenakan para UKM disaat melaporkan pajak tahunan hanya diminta laporan 

neraca dan laporan laba rugi saja. 

C. Kewajiban Wajib Pajak UKM 

9. Pernyataan: Saudara mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar. 

Tabel 4. 15 

Mampu Melakukan Perhitungan Pajak Dengan Benar 

 
No Kriteria Jumlah (orang) Peresentase 

1 Ya 3 10% 

2 Tidak 27 90% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 

Berdasarkan hasil tabel 4.15 diatas menunjukkan, sebesar 90% responden 

wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan tidak mampu melakukan 

perhitungan pajak dengan benar. Argumen para pelaku UKM yang menyatakan 

“tidak” mengatakan “kurangnya pemahaman saya yang belum tahu bagaimana cara 

menghitung pajak, karena belum ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa, jadi 

saya tidak paham”.  

10. Pernyataan: sausara melaporkan SPT yang telah di isi dengan tepat 

waktu sebelum batas waktu berakhir. 

 

Tabel 4. 16 

Melaporkan SPT Yang Telah Diisi Dengan Tepat Waktu 

 
No Kriteria Jumlah (orang) Peresentase 

1 Ya 30 100% 

2 Tidak 0 0% 

Total 30 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2025 

Berdasarkan hasil tabel 4.16 diatas menunjukkan, sebesar 100% responden 

wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) menyatakan telah melaporkan SPT yang 

telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir, hal ini menunjukkan 
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pelaku wajib pajak wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) sangat sadar mengenai 

kewajiban perpajakan dalam hal melaporkan SPT. 

4.2.1. Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan sebagai data tambahan pada kuesioner untuk menjawab 

pertanyaan secara mendalam. Jenis-jenis pertanyaan ini yang nantinya akan 

membantu peneliti dalam membuat pertanyaan wawancara kepada responden,  

kisi-kisi wawancara antara lain yaitu: 

Berdasarkan kisi-kisi wawancara pada tabel 4.17 dan hasil wawancara yang 

penulis dapatkan dari narasumber tentang variabel Pemahaman Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Dan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan 

Emkm Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil Menengah (UKM 

adalah sebagai berikut: 

A. Memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetor kan, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 

Tahun 2018. 

1. Pertanyaan: Apakah anda memahami isi dari ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur 

pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 

2018? 

Berdasarkan hasil menunjukkan, sebanyak 27 pelaku wajib pajak UKM 

menyatakan tidak memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

yaitu hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta 

pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun 2018, dan 3 pelaku wajib pajak UKM 

menyatakan memehami nya.  
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Argumen para pelaku UKM yang menyatakan “tidak” mengatakan “hanya sedikit 

paham”, dan ada juga mengatakan”tidak memahami tapi saya hanya menetahui tarif 

0,5% saja”, dan ada yang mengatakan “penyetoran Pajak Penghasilan terutang 

dilakukan setiap bulan”, dan ada juga mengatakan “penghasilan dari usaha dikenai 

Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto 

setiap bulan. Sedangkan yang menyatakan “ya” mengatakan “peraturan pajak tersebut 

mengatur penghasilan dari usaha yang diperoleh yang memiliki peredaran bruto 

tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 

1 (satu) Tahun Pajak dan dikenai tarif 0,5% yang bersifat final dengan Jangka waktu 

untuk wajib pajak orang pribadi 7 tahun, dan mengenai prosedur pembayaran saya 

menyetorkan pajak penghasilan setiap bulan. 

2. Pertanyaan: Apakah ada kendala yang Saudara hadapi saat 

menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 2018? Jika 

iya/tidak, berikan alasannya. 

Berdasarkan hasil menunjukkan, sebanyak 18 pelaku wajib pajak UKM 

menyatakan mengalami kendala saat menghitung, memperhitungkan, 

menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP 

No. 23 Tahun 2018. Alasan yang menyatakan “ya” mengatakan ”saya hanya tau 

tarif 0,5% saja dan tidak mengetahui yang mana di perhitungkan”, dan ada juga 

yang mengatakan “adanya peraturan ini saya harus mempunyai laporan keuangan 

walaupun belum benar semua”, dan ada juga yang mengatakan “saat menghitung 

sendiri kadang salah dan mengakibatkan pajak terlalu besar”, dan ada juga 

mengatakan “kendalanya ada pada pemahaman saya, yang belum mengetahui 
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bagaimana cara menghitungnya, karena selama ini belum ada sosialisasi yang 

dilakukan pemerintah, jadi saya belum paham”.  

Hal ini karena pemerintah belum mencakup seluruh UMKM  mendapatkan 

sosialisasi tentang PP N0. 23 Tahun 2018, yang mengakibatkan pelaku wajib pajak 

UMKM enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya, karena tidak mengetahui tata 

cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan wajib pajaknya.  

B. Pencatatan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM 

3. Pertanyaan: Apakah para pelaku UKM memiliki bagian keuangan? Jika 

iya/tidak, berikan alasannya. 

Berdasarkan hasil menunjukkan, sebanyak 20 pelaku wajib pajak UKM 

menyatakan “tidak memiliki bagian keuangan”, sedangkan 10 pelaku wajib pajak 

UKM menyatakan “ya” memiliki bagian keuangan. 

Alasan yang menyatakan “tidak” mengatakan “bagian keuangan saya 

biasanya langsung stor tunai ke bank setiap hari di jam 1 siang”, dan ada juga 

mengatakan “kurangnya memahami akuntansi, keuangan saya secara formal, ada 

uang masuk saya tabung dan kadang buat kebutuhan pangan keluarga”, dan ada 

juga sebagian responden mengatakan kalimat sama yaitu “tidak memiliki 

pemahaman dasar membuat laporan keuangan”, dan ada juga mengatakan “ ribet 

dan tidak ada waktu, sedangkan yang menyatakan “ya” mengatakan “menurut saya 

lebih menguntung kan bagi usaha saya untuk ke jangka panjang”, ada juga 

mengatakan “jika tidak ada bagian keuangan maka saya tidak mengetahui keadaan 

usaha saya, apa mengalami rugi atau keuntungan” dan ada juga mengatakan 

“keuangan mempermudah disaat kesusahan dalam menghitung pajak dan ada nya 

keuangan mempermudah pinjaman bank”. 
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4. Pertanyaan: Apakah yang anda ketahui tentang SAK EMKM? 

Berdasarkan hasil menunjukkan, sebanyak 20 pelaku wajib pajak UKM 

menyatakan “tidak mengetahui SAK EMKM”, dan sedangkan 10 pelaku wajib 

pajak UKM menyatakan “mengetahui SAK EMKM”. 

Argumen para pelaku UKM yang menyatakan “ya” mengatakan “suatu standar 

akuntansi yang khusus usaha kecil dan menengah”, dan ada juga mengatakan “seperti 

pencatatan usaha gitu”, dan ada juga mengatakan “pencatatan yang digunakan pada 

usaha”, dan ada juga sebagian mengatakan kalimat yang sama yaitu “pencatatan 

keuangan”, dan ada juga mengatakan “keuangan usaha”. Sedangkan yang menyatakan 

“tidak” mengatakan “tidak mengetahui apa itu SAK EMKM”, dan ada juga yang 

mengatakan kalimat yang sama yaitu “ tidak tau dan tidak pernah dengar mengenai SAK 

EMKM”. Hal Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan dari 

responden terhadap informasi SAK EMKM. 

5. Pertanyaan: Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan 

berdasarkan SAK EMKM pada usaha anda? Jika iya/tidak, berikan 

alasannya. 

Berdasarkan hasil menunjukkan, sebanyak 25 pelaku wajib pajak UKM 

menyatakan “tidak melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK 

EMKM, sedangkan 5 pelaku wajib pajak UKM menyatakan “ya” telah melakukan 

pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. 

Alasan yang menyatakan “tidak” mengatakan “saya belum menguasai 

laporan keuangan”, dan ada juga mengatakan “kurang paham tentang akuntansi dan 

membuat laporan keuangan meribetkan, biasanya yang pakai laporan keuangan 

akuntansi seperti usaha besar tidak usaha kecil seperti saya”, dan ada juga 
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mengatakan “karena tidak memiliki keuangan usaha”, dan ada juga mengatakan 

“laporan keuangan saya seperti laporan transaksi biasa, tidak seperti SAK EMKM 

atau Akuntansi”, dan ada juga mengatakan “pencatatan keuangan usaha ibu selalu 

mencatat semua penjualan di buku, dan hasil penjualan di input ke web pertamina, 

jadi ibu tau keuntungan yg ibu dapat”, dan ada juga sebagian responden tidak bisa 

memberi alasan dengan mengatakan “tidak”.  

Hal ini menunjukkan usaha Kecil, Menengah sangat sedikit yang melakukan 

pencatatan keuangan berdasarkan SAK EMKM, mereka melakukan pencatatan atas 

transaksi terkait aktivitas usaha secara sederhana, bahkan mereka tidak tahu ada 

SAK EMKM sebagai pedoman atau standar untuk mencatat keuangan dan 

penyusunan laporan keuangan. 

6. Pertanyaan: Apa saja kendala dan keluhan saat melakukan pencatatan 

keuangan? 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ada yang mengatakan “bagian 

laba rugi kadang saya salah gitu, mungkin karena belajar melalui youtobe, karena 

saya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA)”, dan ada juga yang mengatakan 

“kendalanya sudah pasti pada pemahaman ibu, karena ibu tamatan SMA”, dan ada 

5 (lima) orang responden yang mengatakan “tidak ada kendala, ”, dan ada juga 

sebagian mengatakan kalimat yang sama yaitu “tidak ada kendala, kalau keluhan pasti 

ada seperti ribet dan ga ada waktu”. 

Hal ini menunjukan bahwa sebagian responden mengalami kendala saat 

melakukan pencatatan keuangan, dikarenakan faktor pengetahuan dan pendidikan yang 

hanya sampai pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA). 
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4.3. Pembahasan 

1. Pemahaman pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) atas Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pelaku UKM yang 

terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Lubuk, peneliti menemukan bahwa 

30 responden wajib pajak UKM  menyatakan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus 

memilikinya, dan wajib pajak sudah melakukan pelaporan SPT yang telah diisi 

dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir, hal ini menunjukkan pelaku 

wajib pajak wajib Usaha Kecil, Menengah (UKM) sangat sadar mengenai 

kewajiban perpajakan dalam hal melaporkan SPT. Namun, berdasarkan hasil 

penelitian peneliti menemukan bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak UKM 

tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018 masih tergolong rendah 

dalam hal memahami tarif pajak penghasilan final, masa tarif pajak penghasilan 

final, dan cara memperhitungkan pajak .Terkait hal tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Tarif Pajak Penghasilan Final  

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2016:3) Pajak 

Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dipotong tidak boleh 

diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan 

dalam SPT. Sedangkan menurut Siti Resmi (2014:143) mengatakan Pajak 

Penghasilan (PPh) dapat dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan 

PPh bersifat tidak final. Pajak penghasilan final artinya pajak penghasilan yang 

pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan 
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(dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak 

Penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut: 1) PPh atas 

penghasilan dari usaha yang diterima/ diperoleh Wajib Pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu. 2) PPh pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu. 3) PPh 

pasal 4 ayat (2) UU PPh.  

Menurut Peraturan Pemerintah No 23 (2018) pengenaan PPh didasarkan 

pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun pajak terakhir sebelum tahun 

pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (setahun atau 

disetahun kan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk 

usaha dari cabang. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, 

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu yaitu:  

1) Wajib pajak orang pribadi 7 tahun 

2) Wajib Pajak badan: koperasi, persekutuan komanditer, firma 4 tahun 

3) Wajib Pajak badan perseroan terbatas 3 Tahun 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 wajib pajak tidak mengetahui tarif 

dan masa berlaku tarif dan 14 wajib pajak mengetaui tarif pajak. Dengan 

pengenaan dasar tarif 0,5% dari omset bruto juga tidak banyak diketahui oleh 

Wajib Pajak UMKM, wajib pajak mengatakan “tidak mengetahui sama sekali 

berapa tarif pajak yang dikenai usaha bahkan tidak tahu apa itu PP No. 23 Tahun 

2018” . Hal ini sebagian besar UKM tidak melakukan Kewajiban Perpajakannya. 

Teori Behavioral Tax Compliance oleh Rachmawati (2019) teori ini 

menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

psikologis, termasuk pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Rachmawati 
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menemukan bahwa wajib pajak yang tidak mengetahui tarif 0,5% cenderung 

lebih sedikit mematuhi kewajiban pajak mereka karena kurangnya pemahaman 

tentang kewajiban perpajakan. Adanya pengetauan akan perpajakan maka akan 

membantu wajib pajak dalam melakukan tugasnya untuk dapat meningkatnya 

penerimaan pajak (Mintje, 2016). Menurut Angesti et al (2018) Semakin banyak 

pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kesadaran 

wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Aisyah (2018) menunjukkan bahwa wajib pajak yang tidak memahami tarif yang 

berlaku cenderung melakukan kesalahan dalam menghitung pajak yang harus 

dibayar, yang dapat berujung pada masalah hukum dan ketidakpahaman tentang 

tarif 0,5% dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam perhitungan pajak.  

b. Perhitungan Pajak  

Wajib pajak UMKM biasanya berupa WP Badan maupun WP Pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha/bisnis atau disebut WP Pribadi Pengusaha. Untuk 

mengetahui besar PPh yang harus dibayarkan ke kas negara, UKM harus 

menghitung terlebih dahulu berapa besar PPh Terutangnya (Fitriya, 2024). 

Menurut PP N0 23 tahun 2018 untuk mengetahui jumlah PPh Terutang, UKM 

harus mengetahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pajak penghasilannya, dengan 

rumus: PPH Terutang = Omzet Bruto x 0,5. 

Hasil penelitian ditemukan sebanyak 27 wajib pajak Usaha Kecil Menengah 

(UKM) wajib pajak UKM belum memahami dengan benar tata cara perhitungan, 

pemotongan, dan penyetoran pajak UKM, dan hanya 3 wajib pajak UKM yg sudah 

memahami nya.  Para UKM mengaku belum mendapatkan sosialisasi perpajakan, 



68 

 

 

 

dan ini juga dikarenakan tidak mengetahui tarif pajak. Wajib pajak mengatakan 

“saya belum mengetahui bagaimana cara menghitungnya, karena selama ini 

belum ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah, jadi saya belum paham”. 

Sementara itu, wajib pajak mengalami beberapa kendala disaat melakukan 

perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UKM. Wajib pajak mengatakan 

“tidak memahami sama sekali, tapi terkait perpajakan ada pegawai khusus untuk 

mengelola laporan pajak dan keuangan usaha”. Tanpa pemahaman yang benar, 

UKM mungkin melakukan kesalahan dalam menghitung pajak yang harus 

dibayar. Kesalahan ini dapat menyebabkan mereka membayar lebih atau kurang 

dari yang seharusnya, yang dapat berujung pada audit dan sanksi.  

Wajib pajak yang tidak mengetahui perhitungan pajak akan cenderung tidak 

mematuhi kepatuhan wajib pajak mereka. Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  

sejauh  mana  wajib  pajak  dapat  melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan (Bintang Y. L Sianturi, 

2022:78). Sedangkan menurut Rahayu (2020:190) mengatakan bahwa jenis-

jenis kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebagai berikut :  

1. Kepatuhan Perpajakan Formal Kepatuhan perpajakan formal merupakan 

ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan 

formal mencakup hal:  

a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun 

untuk ditetapkan memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kenak Pajak 

(NPPKP), dan tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.  

b) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan 

perhitungan perpajakannya.  
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2. Kepatuhan Perpajakan Material Kepatuhan perpajakan material merupakan 

ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. 

Ketentuan material terdiri dari: 

a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. 

b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan 

perpajakan. 

c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak 

ketiga). 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Shafira 

Sri Ningsih, Fitriani Saragih (2020) yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah 

memiliki izin usaha dan NPWP dan sudah melakukan pelaporan pajak tetapi belum 

mengetahui dan belum paham mengenai ketentuan pajak UMKM PP No. 23 tahun 

2018 terkait penurunan tarif pajak untuk UMKM, dan sebagian hanya mengetahui 

tarifnya saja tetapi tidak mengetahui secara jelas isi ketentuan pajak UMKM 

tersebut. Menurut responden hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dari pihak 

aparatur pajak kepada pelaku UMKM untuk memberikan pengetahuan dan 

pemahaman kepada Wajib Pajak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Primandani et al., 2017) yang 

menyatakan bahwa Meskipun pemerintah menurunkan tarif pajak final menjadi 

0,5%, namun beberapa UMKM tidak dapat memperkirakan omset mereka karena 

rendahnya disiplin dalam aktivitas pencatatan dan produksi UMKM berdasarkan 

pesanan. Namun para responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan 

lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, mereka 

berharap Kantor Pajak memberikan pelayanan yang ramah dan tidak berbelit-belit 
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serta lebih diajarin lagi dalam hal membayar pajak. 

2 Pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah (UKM) menerapkan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro (SAK EMKM) 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 

Berdasarkan ketentuan PP. (2022) pasal 12 ayat (1) mengatur bahwasanya 

wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

dan wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. 

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan 

berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menentukan lain. Namun, 

hasil penelitian menemukan Bahwa pelaku wajib pajak Usaha Kecil, Menengah 

(UKM) dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil 

Menengah Makro (SAK EMKM) masih tergolong rendah dalam hal pencatatan 

dan pelaporan. Terkait hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Pencatatan 

Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah 

terjadi secara sistematis dan kronologis. Pencatatan keuangan menjadi tumpuan 

atau acuan untuk melihat keadaan atau kondisi usaha yang sedang dijalankan. 

Minimal melakukan pencatatan sederhana yang terdiri dari buku kas, buku 

utang, piutang, stok barang, penjualan, dan perubahan modal usaha, ini bisa 

digunakan untuk menganalisis laporan keuangan UMKM dan pertumbuhan 

usaha serta dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan ketika ingin 

mengajukan pinjaman dana dalam pengembangan usaha UMKM (Hafsah & 

Hanum, 2021). Dengan memiliki pencatatan keuangan, maka pelaku UMKM 
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dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usahanya, apakah kondisi usaha 

sedang meningkat, menurun atau dalam kondisi yang jalan ditempat atau tidak 

ada kemajuan sama sekali (Ardila, I, Febriaty, H., & Astuti, R, 2021). Pencatatan 

digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi pada periode tertentu 

(Ardila, & Christiana, I, 2020).  

Berdasarkan ketentuan (Keuangan, K., Indonesia, R.,& Pajak, D.J., 2013) 

Pasal 28 ayat 1 mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib 

menyelenggarakan pembukuan. Pasal 28 ayat 2 menjelaskan bahwa wajib pajak 

yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib 

melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undanga perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto 

dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Pencatatan 

meliputi peredaran bruto dan penerimaan lainnya (Hanum, Z., Januri., & 

Saripuddin, J., 2017).Serta Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatanya hanya mengenai penghasilan 

bruto, pengurangan, dan penghasilan neto, yang merupakan objek pajak 

(Hanum, Z., Januri., & Saripuddin, J., 2017). 

Pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, 

dan Menengah (SAK EMKM) melibatkan penyusunan laporan keuangan 

sederhana yang mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, 

dan catatan atas laporan keuangan. SAK EMKM juga menggunakan dasar 

pengukuran biaya historis, sehingga entitas cukup mencatat aset dan liabilitasnya 
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sebesar biaya perolehan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Sebanyak 29 wajib pajak Usaha 

Kecil, Menengah (UKM) hanya melakukan pencatatan atas transaksi penjualan 

usaha mereka jalani, dan hanya 1 wajib pajak yang tidak melakukan pencatatan 

atas transaksi penjualan, wajin pajak yg tidak melakukan pencatatan mengatakan 

“mencatat segala transaksi itu sulit, tidak terlalu penting dan membuang waktu 

saja, hanya dengan melihat dan menghitung jumlah pemasukan harian secara 

fisik dari penjualan mereka sudah mengetahuinya tanpa harus ditulis, dengan 

alasan sudah terbiasa sebagai rutinitas sehari-hari. Sementara itu, sebanyak 25 

wajib pajak UKM tidak melakukan pencatatan aktivitas usaha berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan EMKM dan hanya 5 wajib pajak UKM yg telah 

melakukan pencatatan usaha berdasarkan SAK EMKM. Hal ini menunjukkan 

kurangnya pengetahuan akuntansi dan pelaku UKM lebih fokus pada 

operasional sehari-hari  dan memiliki sumber daya yang terbatas. Tidak 

melakukan pencatatan akan mempengaruhi peningkatan bisnis, dan tidak 

menerapkan SAK EMKM dapat membuat perhitungan pajak usaha menjadi 

sulit.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fransiskus damien (2017) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan UMKM 

belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan EMKM, Laporan keuangan masih manual dan sangat sederhana yaitu 

hanya dengan mencatat pembelian dan penjualan saja. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Rike 

Eunike Bawolle (2021) yang menunjukkan bahwa  penyusunan laporan keuangan 
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dari UMKM belum sesuai dengan SAK EMKM. Laporan keuangan hanya berupa 

pencatatan penerimaan serta pengeluaran kasnya dikarenakan kurangnya 

pemahaman mengenai standar akuntansi, kurangnya sosialisasi mengenai SAK 

EMKM, dan kurangnya SDM 

b. Pelaporan 

Lapora keuangan adalah “Media utama bagi suatu entitas untuk meng 

komunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku 

kepeningan pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, 

serta manajemen”(Azizah Rachmanti, D. A., Hariyadi, M, & Andrianto, A, 2019). 

Laporan keuangan disusun oleh perusahaan secara periodik minimal setahun 

sekali (Sinambela, Elizar, D, 2016). tujuan laporan keuangan adalah untuk 

menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan 

keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut (IAI, 2018). 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah 

(SAK EMKM) Ada tiga elemen atau Komponen laporan keuangan yaitu: 1) 

Laporan Posisi keuangan, 2) Laporan Laba Rugi, 3) Laporan Catatan atas Laporan 

Keuangan 

Hasil Penelitian menunjukkan Sebanyak 20 wajib pajak Usaha Kecil, Menengah 

(UKM) belum memiliki bagian keuangan dan 10 responden sudah memiliki keuangan 

dalam menjalankan kegiatan usaha mereka, hal ini menunjukkan bahwa pelaku UKM 

tidak memiliki pemahaman dasar membuat laporan keuangan, tanpa memiliki 

keuangan yang baik, pelaku UKM mungkin kesulitan dalam memenuhi kewajiban 
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perpajakan. Sementara itu, Sebanyak 25 wajib pajak Usaha Kecil, Menengah 

(UKM) tidak menerapkan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, 

dan 5 wajib pajak UKM sudah menerapkan pencatatan laporan keuangan 

berdasarkan SAK EMKM, dan 20 pelaku UKM tidak mengetahui apa itu SAK 

EMKM, hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan akuntansi dan pelaku UKM 

lebih fokus pada operasional sehari-hari  dan memiliki sumber daya yang terbatas, 

seperti keterbatasan waktu maupun tenaga kerja. Hal ini tidak boleh terjadi dalam 

sebuah usaha atau perusahaan, karena tidak melakukan pencatatan akan 

mempengaruhi peningkatan bisnis, dan tidak menerapkan SAK EMKM dapat 

membuat perhitungan pajak usaha menjadi sulit, dan sulit bagi mereka untuk 

mendapatkan pinjaman bank seperti kredit yang membutuhkan investasi yang 

lama untuk mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa bisnis mereka baik 

dalam keuangan untuk diberikan pinjaman kredit oleh bank (Fadhila, 2024), tanpa 

standar yang jelas dalam laporan keuangan, pemerintah kesulitan dalam 

melakukan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan UKM. Tidak menerapkan 

SAK dapat menghambat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor UKM 

yang berkelanjutan, hal ini juga menyulitkan upaya pemerintah dalam merancang 

kebijakan fiskal yang lebih efisien dan adil. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Elvina 

Setiawati (2021) yang menunjukkan bahwa pemahaman SAK EMKM berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun kesiapan implementasi 

SAK EMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Juga 

penelitian Sumianto dan Kurniawan (2015) menyatakan bahwa pemahaman 

akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
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pajak. Serta penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Dartini dan Jati (2016) semakin tinggi pemahaman akuntansi Wajib Pajak 

maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam menaati kepatuhan 

perpajakannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman pelaku wajib pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tentang 

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 masih tergolong rendah. Pelaku UKM 

tidak memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk hak dan 

kewajiban mereka dan pelaku UKM yang tidak mengetahui cara menghitung, 

menyetorkan, dan melaporkan pajak, serta tidak memahami tarif dan masa 

berlaku pajak dikarenakan minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah menjadi 

salah penyebab rendahnya pemahaman pelaku wajib pajak UKM, namun terkait 

kewajiban perpajakan semua responden wajib pajak sudah memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak, dan wajib pajak 

sudah melakukan pelaporan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum 

batas waktu berakhir. 

2. Penerapan laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

EMKM dalam kegiatan usaha kecil menengah masih tergolong rendah. pelaku 

UKM atas SAK EMKM tentang Penarapan Akuntansi dalam kegiatan usaha 

UKM ini dapat dikatakan hanya beberapa UKM yang menerapkan akuntansi 

dengan menggunakan jasa karyawan khusus bagian keuangan walaupun hanya 

secara sederhana dan tidak sesuai dengan standar SAK EMKM. Para pelaku 

UKM lebih mengutamakan pengalaman dari pada pendidikan untuk 
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mendapatkan ilmu tentang akuntansi untuk menjalankan usahanya. Pelaku UKM 

lebih fokus pada operasional sehari-hari dan memiliki sumber daya yang 

terbatas, seperti keterbatasan waktu maupun tenaga kerja. Tanpa standar yang 

jelas dalam laporan keuangan, pemerintah kesulitan dalam melakukan 

pengawasan terhadap kewajiban perpajakan UKM. Tidak menerapkan SAK 

dapat menghambat pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor UKM 

yang berkelanjutan, hal ini juga menyulitkan upaya pemerintah dalam 

merancang kebijakan fiskal yang lebih efisien dan adil. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk itu penulis memberikan saran kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan guna dapat menjaga serta dapat meningkatkan 

kesadaran wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun saran 

tersebut sebagai berikut:  

1. DJP (KPP Pratama Lubuk Pakam dan KP2KP Sumenep) senantiasa 

meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak, dengan cara bertatap 

muka langsung dengan mereka baik melalui forum kegiatan ataupun secara 

personal dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib 

pajak, dan kepada wajib pajak juga turut aktif untuk mendapatkan informasi 

terbaru tentang pajak yang berkaitan langsung dengan aktifitas usahanya, 

sehingga dengan informasi tersebut membuat wajib pajak mengetahui manfaat 

dan fasilitas yang diberikan pada setiap peraturan perpajakan yang ada.  

2. Melakukan kolaborasi antara pihak fiskus dan lembaga pendidikan  untuk 

Mengadakan kuliah umum atau seminar yang membahas secara mendalam 

tentang PP No. 23 Tahun 2018 dan SAK EMKM, dengan mengundang 
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narasumber yang kompeten di bidang perpajakan dan akuntansi untuk 

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. 

3. Para pelaku UKM diharapkan dapat mengikuti pembinaan dan pelatihan yang 

dilakukan oleh pihak fiskus dan instansi akademik, melalui pemberian 

bimbingan dan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan 

UKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.  

5.3. Keterbatasan Penelitian 

1. Peneliti memeiliki keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian mengenai 

PP No. 23 Tahun 2018 dan penerapan SAK EMKM. Penelitian ini hanya 

melibatkan sejumlah kecil UKM dari lokasi tertentu, sehingga hasilnya 

tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh populasi UMKM di Indonesia, dan 

Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi hasil. 

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengumpulan informasi dari 

informan, di mana informan yang memberikan data penelitian adalah 

pemilik usaha (UMKM) yang notabane nya tidak melakukan kewajiban 

perpajakan secara mandiri, mereka tidak mengetahui secara detail tentang 

PP 23 Tahun 2018 sehingga informasi yang diberikan kurang detail. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Kuesioner Peneliti 

KUESIONER PENELITIAN 

Pengantar Penelitian 

Prihal  : Permohonan Pengisian Kuesioner 

Kepada : Bapak/Ibu/Saudara/I Responden UKM 

Di Tempat 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka penelitian untuk menyusun tugas akhir, sebagai syarat 

menyelesaikan studi Strata 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

Dengan ini saya mohon bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk 

menjadi responden dalam penelitian saya. 

Sehubungan dengan skripsi saya yang berjudul “Analisis Pemahaman Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan Emkm Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kecil 

Menengah (UKM)” saya mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara/I bersedia mengisi 

kuesioner ini secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. 

Semua data yang masuk akan dijamin kerahasiaanya dan hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian ini saja. 

Demikian surat pengantar ini saya sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I 

dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 

             Hormat saya, 

        Peneliti 

 

 

 



 

 

 

              Muhammad Mukhtar Maajid Lubis 

                                                   2105170039 

Data Responden 

I. PETUNJUK PENGISIAN :  

1. Pilih salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara paling tepat 

dengan memberikan tanda silang (√) pada nomor jawaban yang dipilih.  

2. Identitas responden (mohon diisi dengan lengkap dan jelas). 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : ………………………………………………… 

Usia : ………………………………………………… 

Pendidikan Terakhir : ………………………………………………… 

Jumlah Karyawan : ……. Oarang 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Perempuan  

 

 
 

Jenis Usaha : Kuliner 

Jasa 

Perdagangan 

 

 

 

Alamat Usaha : ………………………………………. 

………………………………………. 

Mempunyai NPWP : Ya 

Tidak 

 

 

Penghasilan/Omzet Setahun : Rp. 10.000.000 - Rp. 60.000.000 

Rp. 60.000.000 - Rp. 250.000.000 

Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000 

 

 

 



 

 

 

Rp. 500.000.000, - Rp 5.000.000.000  

 

Petunjuk Pengisian:  

Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan tanda (√) pada pilihan jawaban sesuai 

dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i. 

Mohon untuk mengisi pernyataan di bawah ini dengan sebenar-benarnya.  

III. PERTANYAAN 

Indikator Pertanyaan Jawaban 

Pemahaman  Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Ya Tidak 

1. Wajib pajak memahami cara 

menghitung, mem 

perhitungkan,menyetor kan, 

dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus 

dibayar sesuai PP No. 23 Tahun 

2018. 

 

1. Apakah saudara memahami tarif dan masa 

berlaku tarif pajak PP No. 23 Tahun 2018? 
 

 

 

2. Apakah Saudara sudah melakukan dengan 

benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan 

peyetoran pajak UMKM yang selama ini 

Saudara lakukan? 

 

 

 

3. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat 

wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, 

membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang secara akurat dan tepat waktu? 

  

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) Ya Tidak 
1. Pencatatan laporan 

keuangan berdasarkan SAK 

EMKM 

4. Apakah saudara melakukan pencatatan atas 

transaksi terkait aktivitas usaha? 
  

5 Apakah saudara Menerapkan SAK EMKM 

dalam pengelolaan keuangan usaha anda? 
  

7. Apakah saudara melakukan pencatatan atas 

transaksi terkait aktivitas usaha menerapkan 

laporan neraca? 

  

8. Apakah saudara menerapkan laporan laba 

rugi dalam laporan usaha anda?  
  

9. Apakah saudara menerapkan catatan atas 

laporan keuangan? 
  

Kewajiban wajib pajak umkm 10. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, 

apakah saudara mendaftarkan diri sendiri ke 

KPP sebagai wajib pajak? 

  

11. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, 

apakah saudara mampu melakukan perhitungan 

pajak dengan benar? 

  

12. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, 

apakah saudara melakukan pembukuan atau 

pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan EMKM  benar? 

  

13. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, 

sausara melaporkan SPT yang telah diisi 

dengan tepat waktu sebelum batas waktu 

berakhir? 

  



 

 

 

 

 

HASIL KUESIONER 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

Pertanyaan Wawancara Kepada Responden 

1. Apa saja kegiatan rutin dalam usaha yang anda jalankan?  

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Apakah anda memahami isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu 

hak dan kewajiban wajib pajak, serta prosedur pembayaran, pemungutan serta 

pelaporan pajak pada PP No. 23 Tahun? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Apakah anda memahami cara menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, 

dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai PP No. 23 

Tahun 2018? 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat menghitung, memperhitungkan, 

menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar 

sesuai PP No. 23 Tahun 2018? Jika iya/tidak, berikan alasannya. 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Apakah para pelaku UKM memiliki bagian keuangan? Jika iya/tidak, berikan 

alasannya. 

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Apakah yang anda ketahui tentang SAK EMKM?  

Jawab:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK 

EMKM pada usaha anda? Jika iya/tidak, berikan alasannya. 

Jawab:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Hasil wawancara 

 

 



 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 3: Data dan Dokumen 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 



 

 

 

 
  



 

 

 

 
 



 

 

 

 
  



 

 

 

 


